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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat




Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba B be
ت ta T te
ث sa S es (dengan titik di atas)
ج jim J Je
ح ha H ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh Ka dan ha
د dal D de
ذ zal X zet (dengan titik di atas)
ر ra R er
ز zai Z zet
س sin S es
ش syin Sy es dan ye
ص sad S es (dengan titik di bawah)
ض dad D de (dengan titik di bawah)
ط ta T te (dengan titik di bawah)
ظ za Z zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ Apostrof terbalik
غ gain G ge
ف fa F ef
ق qaf Q qi
ك kaf K ka
ل lam L el
م mim M em
ن nun N en
و wau W we
ه ha H ha
xء hamzah ‘ apostrof
ى ya Y ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َا Fathah A A
 ِا Kasrah I I
 ُا Dammah U U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َٔى fathah dan yaa’ Ai a dani
 َؤ fathah dan wau Au a dan u
Contoh:
 َﻒْﯿَﻛ : kaifa
xi
 َلَْﻮھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
Harakat dan
Huruf
Nama Huruf dan Tanda Nama
 َى…│  َا … Fathah dan alif atau
yaa’
A A dan garis di atas
ى Kasrah dan yaa’ I I dan garis di atas
 ُو Dhammmah dan
waw





 ُتْﻮَُﻤﯾ : yamuutu
4. Taa’ marbuutah
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah
[t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah [h].
xii
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka taa’
marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h].
Contoh :
 ُﺔَﺿْوَِﺮﻟَﺎﻔَْطْﻻا : raudah al- atfal
 َُﺔﻨْﯾِﺪَﻤﻟُاَﺔﻠِﺿَﺎﻔْﻟا : al- madinah al- fadilah
 ُﺔَﻤْﻜِﺤْﻟا : al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid(  َ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.
Contoh :
ﺎَﻨﱠﺑَر : rabbanaa
ﺎَﻨْﯿ ﱠَﺠﻧ : najjainaa
 ﱡﻖَﺤْﻟا : al- haqq
 َﻢ ﱢُﻌﻧ : nu”ima
 ﱞوُﺪَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah ( ّﻲِﺑ) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i.
Contoh :
xiii
 ﱞِﻲﻠَﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)
 ﱞِﻲﺑَﺮَﻋ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif
lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasikan
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contoh :
 ُﺲﻤﱠﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
 َُﺔﻟَﺰﻟ ﱠﺰَﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah)
َﺔﻔَﺴَﻠﻔَْﻟا : al-falsafah
 ُدَِﻼﺒَْﻟا : al-bilaadu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh :
 َنْوُﺮُْﻣَﺎﺗ : ta’muruuna
 ُعْﻮﱠﻨﻟا : al-nau’
xiv
 ٌءْﻲَﺷ : syai’un
 ُتْﺮُِﻣا : umirtu
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa
Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia,
atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata
Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi
secara utuh. Contoh :
Fizilaal Al-Qur’an
Al-Sunnah qabl al-tadwin
9. Lafz al- Jalaalah ( ّٰﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh :
 ِﻪّٰﻠﻟﺎُﻨْـﻳِد diinullah  ِ ّٰﷲِﺎﺑ billaah
xv
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalaalah,
ditransliterasi dengan huruf [t].contoh :
 ِﻪّٰﻠﻟا  ِﺔَْﲪَر  ِﰲ  ْﻢُﻫ hum fi rahmatillaah
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). contoh:
Wa ma muhammadun illaa rasul
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an
Nazir al-Din al-Tusi




Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid
Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,
Nasr Hamid Abu)
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :
swt = subhanallahu wata’ala
saw = sallallahu ‘alaihi wasallam
a.s = ‘alaihi al-sallam
H = Hijriah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W = Wafat Tahun
QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR = Hadis Riwayat
Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut :
ص =ﺔﺤﻔﺻ
iivx
ﺑﺪون ﻣﻜﺎن = دم
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ= ﺻﻠﻌﻢ
ﻃﺒﻌﺔ= ط
ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ= دن
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Judul : Konsep Otonomi Daerah dalam Perspektif Hukum Islam
Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk: 1) mengetahui bagaimana konsep
otonomi daearah dalam prespektif hukum Islam, 2) mengetahui bentuk otonomi
daerah di Indonesia, dan 3) memahami bentuk otonomi daerah dalam pandangan
Islam.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka
(library research). Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan, yaitu:
pendekatan Teologi Normatif (Syar’i), dan pendekatan Yuridis Formal. Metode
pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan data dan bahan-bahan pemikiran
bersumber dari sejumlah literatur, baik mengubah redaksi kalimatnya ataupun tidak.
Dalam penulisan skripsi menggunakan sumber data, yaitu data primer dan data
sekunder. Adapun langkah-langkah dalam pengelolahan data yaitu identifikasi data
dan editing data. Analisis data yang dilakukan adalah metode deduktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pokok-pokok penyelenggaraan
otonomi daerah, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Adapun hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, penulis memberikan gambaran
ada tiga bidang yaitu: hubungan dalam bidang kewenangan, hubungan dalam bidang
pembinaan dan pengawasan, dan bidang keuangan. Sedangkan, dalam konteks prinsip
kenegaraan Islam konsep asy-syūrā, sangat terkait erat dengan upaya
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mengayomi kehidupan umat, dan melayani
umat menuju kemaslahatan bersama ((al-maslāhat al-āmmah), musyawarah ini
menjamin kebebasan sempurna di dalam menyatakan pendapat selama tidak
menyinggung dari pokok-pokok akidah dan ibadah.
Implikasi penelitian, yaitu permasalahan dalam penyelenggaraan otonomi
daerah pemerintah harus melakukan pengawasan secara maksimal terhadap praktek
penyelenggaraan otonomi daerah, perlu dibentuk lembaga independen yang tidak
dapat diintervensi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk
melakukan audit praktek penyelenggaraan otonomi daerah, dan harapannya masa
mendatang akan ada suatu kajian otonomi daerah yang dalam sudut pandang hukum
tata negara Islam, yang berusaha mencari titik benang merah dalam kaitannya sejarah
Islam yang mungkin memiliki kesamaan dalam menjalankan sistem pemerintahan
dengan menggunakan konsep otonomi daerah.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sepanjang era Orde Baru, berkembang dua sifat pemerintahan, yaitu
sentralistik dan otokratik. Kedua ciri pemerintahan ini agaknya saling memperkuat
satu sama lain dan pada dasarnya tidak disukai masyarakat. Alasannya, kedua sistem
itu membuat penanganan jalannya pemerintahan lebih tergantung pada pejabat dari
pada sistemnya. Setelah suasana itu berlangsung lebih dari tiga dekade, akhirnya pada
pertengahan 1998 lahir gerakan reformasi yang dengan cepat dapat mengubah sifat
pemerintahan otokratik mengarah ke sifat yang lebih demokratik. Lain halnya dengan
sistem sentralisasi yang dalam usaha mengubahnya ke sistem desentralisasi agaknya
memerlukan langkah-langkah terencana dalam kurun waktu panjang.1
Keruntuhan Orde Baru yang sentralistik dan otoriter dan dimulainya era
reformasi, bangsa Indonesia tengah menjalankan upaya desentralisasi yang paling
cepat dan massif yang pernah ada dalam sejarah, dan gerakan desentralisasi ini
dimotori oleh kekuatan-kekuatan politik regional yang muncul sejak jatuhnya
pemerintahan Suharto. Walaupun besar dan beragam, Indonesia pada waktu itu
memiliki sistem administrasi dan fiskal yang sangat sentralistik. Dalam fiskal 1999,
misalnya, pemerintah pusat mengumpulkan 94 persen dari pendapatan pemerintah
secara umum dan sekitar 60 persen dari pengeluaran daerah dibiayai oleh transfer dari
1Muhammad Noor, Memahami Desentralisasi Indonesia (Yogyakarta: Interpena, 2012), h.
54.
2pusat. Sistem ini memperlemah hubungan antara permintaan lokal dan pengambilan
keputusan dalam hal pelayanan publik lokal, mengurangi akuntabilitas lokal, dan
membuat alokasi yang bersifat ad hoc dari sumber daya fiskal di seluruh daerah.2
Sistem Desentralisasi dalam Negara Indonesia atau dikenal dengan otonomi
daerah adalah wacana yang hangat untuk dibicarakan dan diperdebatkan karena
menyangkut bagaimana upaya negara untuk menyejahterakan rakyat. Di Indonesia,
wacana otonomi daerah menguat di tahun 1990-an. Dalam kurun waktu cukup lama,
Indonesia telah melaksanakan pemerintahan yang terpusat dengan paradigma
pembangunan sebagai landasan nilai yang menjadi acuan kebijakan pemerintah.
Sistem sentralistik yang mengakar kuat dan mendarah daging membuat isu
desentralisasi atau otonomi daerah menjadi ‘barang asing’ yang bahkan definisinya
pun tidak mudah untuk dipahami. Pembangunan daerah juga tidak berkembang dan
masalah didaerah belum juga dapat terselesaikan hingga saat ini.. Meskipun
keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan
Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan hubungan keuangan pusat-
daerah tidak cukup meredam tuntutan aspirasi daerah.3
Otonomi daerah dalam menggali maknanya sejak dikenalkannya konsep
negara atau republik dari masa Yunani, kata otonomi atau autonomi berasal dari
bahasa Yunani yaitu auto yang berarti sendiri, dan nomous yang berarti hukum atau
peraturan kalau ditafsir secara harfiah otonomi adalah peraturan sendiri atau
mengatur diri sendiri. Dengan pengertian dasar tersebut maka rumusan otonomi
2Muhammad Noor, Memahami Desentralisasi Indonesia, h. 55.
3Pheni Chalid, Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik (Jakarta : Kemitraan,
2005), h. 21.
3daerah dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah
mengalami perubahan yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sudah tepat.
Berdasarkan kenyataan ini maka menghilangkan keraguan-raguan dan
menghilangkan multitafsir tentang otonomi daerah terutama masa depan, walau
secara filosofis sebenarnya tidak ada yang baru, tetapi varian dan pemahaman terus
berkembang sebagai dinamika kehidupan, ada baiknya muatan otonomi daerah yang
dirumuskan dalam Pasal 18, 18A, 18B Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen
Tahun 2000 dicantumkan sebagai landasan konkrit dan utuh serta satu-satunya
sumber konstitusional pemerintahan daerah. 4
Adapun rumusan amademen Pasal 18, Undang-Undang Dasar 1945 sudah
lebih rinci dan lebih tegas dibanding dengan isi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
sebelum diamandemen tahun 2000 oleh MPR. Dari isi Undang-Undang Dasar 1945
tersebut (sebelum amandemen) menjadi jelas bahwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar
1945 menjadi landasan pembentukan pemerintahan daerah yang akan diatur dengan
Undang-Undang bahwa daerah-daerah yang dimaksud akan berstatus otonom dan
akan memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pemerintah di daerah. 5
Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
sebagai amandemen Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
4B.N. Marbun, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita: Perkembangan Otonomi
Daerah, Sejak zaman Kolonial sampai saat ini, h. 20.
5B.N. Marbun, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita: Perkembangan Otonomi
Daerah, Sejak zaman Kolonial sampai saat ini, h. 21-22.
4Indonesia.6 Sedangkan, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh
Pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. 7
Pengertian otonomi daerah secara umum, yakni ada kewenangan yang
melekat pada sesuatu organisasi atau unit dalam organisasi, untuk mengembangkan
fungsi-fungsi tertentu. Dalam konteks pemerintahan, otonomi biasanya dilihat dari
tiga dimensi. Pertama, otonomi negara dalam berhubungan yang ada dalam
masyarakat (terutama masyarakat ekonomi dan partai politik). Kedua, otonomi
pemerintah daerah dalam hubungan dengan pemerintah pusat. Ketiga, otonomi unit-
unit bawahan dalam organisasi pemerintahan hubungan dengan unit yang lebih
tinggi. Dalam ketiga dimensi itu terkandung satu muatan nilai pokok, yaitu adanya
keleluasaan untuk berprakarsa dan berkreasi. Implikasi dari adanya otonomi adalah
tumbuhnya suasana kompetisi yang sehat untuk mengejar kemajuan bersama.8
Tujuan yang hendak dicapai data pemberian otonomi daerah adalah:
“terwujudnya otonomi daerah yang nyata dinamis dan bertanggung jawab” otonomi
yang nyata berarti bahwa pemberian otonomi kepada daerah adalah didasarkan pada
faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-
kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan untuk
mengurus rumah tangga di daerahnya. Daerah yang bersangkutan dalam melayani
6Tim Redaksi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya: Dari Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang No. 9 Tahun
2015 (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 34.
7Tim Redaksi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya: Dari Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang No. 9 Tahun
2015, h. 34.
8Ian Worotikan, Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan, h.  30-31.
5publik haruslah merata sesuai dengan kepentingan masyrakat yang ada di daerah
otonom tersebut. 9
Sedangkan otonomi daerah yang dinamis berarti pemberian otonomi kepada
daerah yang didasarkan pada situasi, kondisi dan berkembang pembangunan.
Selanjutnya pengertian otonomi yang bertanggung jawab berarti bahwa pemberian
otonomi daerah benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu memperlancar
pembangunan diseluruh pelosok tanah air tanpa ada pertentangan antara kebijaksaan
yang diberikan oleh pemerintah daerah serta pelaksanaan operasional yang
dilaksanakan oleh daerah penerima otonomi, sehingga pembangunan daerah
merupakan rangkaian pembangunan nasional secara menyeluruh.10
Dalam menjelaskan konsepnya, para penggagas otonomi daerah tidak
menjelaskan secara jernih konsep yang ditawarkannya, bahkan sekedar
mendefinisikan konsep-konsep tersebut. Misalnya, sampai sejauh mana atau sampai
sebatas mana otonomi yang seluas-luasnya itu; apakah yang dimaksud dengan
federalisme dalam kerangka negara kesatuan adalah konsep yang dicampuradukkan
atau penerapan konsep-konsep negara bagian untuk beberapa provinsi saja; apakah
kekhususan dari otonomi khusus; apakah otonomi penuh berarti pemerintahan sendiri
dalam artian pemerintah daerah memiliki hak dan kekuasaan penuh dalam
menentukan arah dan tindakannya sendiri.11
9Ian Worotikan, Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1995), h. 11.
10Ian Worotikan, Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan, h. 11.
11Pheni Chalid, Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik, h. 21-22.
6Desentralisasi bukan merupakan pilihan yang mudah bagi Indonesia. Dengan
wilayah geografis yang sangat luas yang terurai dalam puluhan ribu pulau, serta
masyarakat yang sangat heterogen, desentralisasi memang seringkali menjadi dilema.
Apresiasi terhadap keberagaman menuntut desentralisasi yang pada gilirannya
melahirkan otonomi daerah. Penghargaan ini bisa menghasilkan dukungan daerah
terhadap pemerintah nasional. Oleh karena itu, negara-bangsa Indonesia memulai
perjalanannya dengan pilihan pemerintahan yang desentralisasi.12
Desentralisasi melahirkan otonomi yang membuat pusat kehilangan kendali,
maka desentralisasi juga sering dianggap sebagai sumber masalah. Inilah kurang lebih
interpretasi yang dikembangkan oleh pemerintahan orde baru yang menjadi basis bagi
terbangunnya pemerintahan yang sentralistis. Namun, seperti telah diduga sejak awal,
pemerintahan yang sentralistis semacam ini telah menuai rentetan protes yang sangat
panjang. Oleh karena itu, secara umum muncul kesadaran bahwa sentralisasi
pemerintahan bukan pilihan yang tepat dalam mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.13
Otonomi daerah yang dirangsang oleh gerakan reformasi merupakan upaya
konstitusional untuk meningkatkan keadilan dan pemerataan antara pembangunan
nasional yang terpusat dengan pembangunan daerah serta untuk meningkatkan
pemerataan pembangunan antar daerah. Masalah  pokok dalam otonomi daerah
adalah proses pemberdayaan daerah secara keseluruhan dalam rangka menopang
kemandirian dalam kebersamaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
12Abdul Gaffar Karim, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2003), h. 33.
13Abdul Gaffar Karim, Komple ksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, h. 34.
7Otonomi daerah dipandang sebagai sistem yang memungkinkan daerah memiliki
kemampuan untuk mengoptimalkan potensi terbaik yang dimiliki daerah dan
mendorong daerah untuk berkembang sesuai dengan karakteristik ekonomi, geografis
dan sosial budaya di daerah yang bersangkutan.14
Dalam negara kesatuan tanggungjawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, karena sistem
pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang
disentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang oleh pemerintah  pusat
diserahkan sepenuhnya kepada daerah untuk diatur dan diurus sendiri, sehingga
menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan
dan pengawasan.15
Negara kesatuan merupakan landasan batas tersebut dan pengertian otonomi.
Berdasarkan landas batas tersebut dikembangkanlah berbagai peraturan yang
mengatur mekanisme yang akan menjelmakan keseimbangan antara tuntutan
kesatuan dan tuntutan otonomi.16
Bentuk pemerintahan negara Madinah masa nabi Muhammad saw.
Dimungkinkan disebut negara republik walaupun dalam posisi nabi dan Muhammad
saw. Yang telah memiliki jabatan spiritual memungkinkan disebut negara monarki
(kerajaan). Posisi sebagai nabi dan rasul Muhammad saw. Memungkinkan
mendompleng kewibawaan untuk memudahkan dipercaya menjadi pemimpin di
14Gunawan dkk, Otonomi Daerah Pemikiran Wilayah, dalam artikel Jamaluddin Hos,
Otonomi Daerah: Antara Cita dan Fakta (Kendari: Fisip Universitas Haluoleo Press, 2005), h. 19.
15Syamsuddin Rajab, Syariat Islam dalam Negara Hukum (Makassar: Alauddin Press, 2011),
h. 45.
16Syamsuddin Rajab, Syariat Islam dalam Negara Hukum, h. 45.
8Madinah. Hal itu tidak menafikan kepribadian nabi Muhammad saw. Sebagai al-āmin
dan berbagai gelarnya, seperti shidīiq, tabīiqh, amānah dan fatānah. Berbagai
pengalaman menunjukkan sifat nabi Muhammad saw. Belum dapat dikategorikan
untuk memilih dan menentukan bentuk pemerintahan, baik sebagai negara republik
maupun sebagai negara monarki.17
Sepeninggal Rasulullah saw, bentuk pemerintahan memungkinkan kekuatan
sistem yang berlaku masa Rasulullah tetap bertahan. Dengan bermodalkan piagam
Madinah yang ditinggal Rasulullah saw, masa al-khulafa’ al-rāsyidūn masih dapat
bertahan sekurang-kurangnya sampai pada masa Umar bin Khaththab. Sesungguhnya
kerajaan-kerajaan kecil dan besar sebagai penguasa suatu wilayah telah ada
sebelumnya. Sistem kerajaan merupakan sistem yang berlangsung sejak manusia
mengenal kekuasaan terutama mengandalkan kekuatan dan keberanian. Demi
menghindari sistem barbarian dan kanibalisme, kelompok-kelompok manusia, suku-
suku, dan kabilah di manapun di dunia mulai membentuk kekuasaan dan
menghimpun kekuatan dan melindungi diri dan kelompok dari serangan dan
gangguan musuh-musuh dari luar.18
Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan
pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi, dan keanekaragaman daerah.
Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan,
17Sabri Samin, Menguak Konsep Implementasi Ketaatanegaraan dalam Islam (Fqih Dusturi)
(Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 82.
18Sabri Samin, Menguak Konsep Implementasi Ketaatanegaraan dalam Islam (Fqih Dusturi),
h. 82.
9pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
dilaksanakan secara adil dan selaras.19 Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam
QS Saba’/34: 15.
                              
    
Terjemahnya :
“Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat
kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri.
(kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan)
Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang
baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".20
Al-Qur’an diturunkan oleh Allah swt kepada Rasul-nya supaya menjadi dalil
(al-hujjāh) baginya, dan menjadi Undang-Undang (al-dustūr). Allah swt berfirman
dalam QS al-Jāṡiyah/45: 18.
                       
Terjemahnya:
“Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan)
dari agama itu, Maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan
orang yang tidak Mengetahui”.21
Adapun dalam Hadis Nabi Muhammad saw tentang membahas soal amanah
pemimpin dari rakyatnya dan peringatan seorang pemimpin yang menegakkan
keadilan.
19M. Makhfudz, Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jurnal Hukum Vol. 3 No.2,
Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, h. 381.
20Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Sinergi
Pustaka Indonesia, 2012), h. 608-609.
21Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 720.
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 ُﻦْﺑ ُنﺎَﺒْﻴَﺷ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ َلَﺎﻗ ِﻦَﺴَْﳊا ْﻦَﻋ ِﺐَﻬْﺷَْﻷا ُﻮَﺑأ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ َخوﱡﺮَـﻓ ِﻪِﺿَﺮَﻣ ِﰲ ﱠِﱐﺰُﻤْﻟا ٍرﺎَﺴَﻳ َﻦْﺑ َﻞِﻘْﻌَﻣ ٍدَﺎِﻳز ُﻦْﺑ ِﻪﱠﻠﻟا ُﺪْﻴَـﺒُﻋ َدﺎَﻋ
 َﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ِلﻮُﺳَر ْﻦِﻣ ُﻪُﺘْﻌ َِﲰ ًﺎﺜﻳِﺪَﺣ َﻚُﺛ ﱢﺪَُﳏ ﱢﱐِإ ٌﻞِﻘْﻌَﻣ َلَﺎﻗ ِﻪﻴِﻓ َتﺎَﻣ يِﺬﱠﻟا ﺎَﻣ ًةﺎَﻴَﺣ ِﱄ ﱠَنأ ُﺖْﻤِﻠَﻋ ْﻮَﻟ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴ
 ٍﺪْﺒَﻋ ْﻦِﻣ ﺎَﻣ ُلﻮُﻘَـﻳ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر ُﺖْﻌ َِﲰ ﱢﱐِإ َﻚُﺘْـﺛ ﱠﺪَﺣ ًﺔﱠﻴِﻋَر ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪﻴِﻋْﺮَـﺘْﺴَﻳ ﱞشﺎَﻏ َﻮُﻫَو ُتُﻮَﳝ َمْﻮَـﻳ ُتُﻮَﳝ
 ﱠﻠﻟا َمﱠﺮَﺣ ﱠﻻِإ ِﻪِﺘﱠﻴِﻋَﺮِﻟ.َﺔﱠَﻨْﳉا ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪ22
Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farukh telah menceritakan
kepada kami Abu al-Asyhab dari al-Hasan dia berkata, "Ubaidullah bin Ziyad
mengunjungi Ma'qil bin Yasar al-Muzani yang sedang sakit dan menyebabkan
kematiannya. Ma'qil lalu berkata, 'Sungguh, aku ingin menceritakan
kepadamu sebuah hadits yang aku pernah mendengarnya dari Rasulullah saw.
sekiranya aku mengetahui bahwa aku (masih) memiliki kehidupan, niscaya
aku tidak akan menceritakannya. Sesunguhnya aku mendengar Rasulullah
saw. bersabda: Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin
rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah
mengharamkan surga atasnya'.
Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin adalah orang yang diberi amanat
oleh Allah swt, untuk memimpin rakyat, yang di akhirat kelak akan diminta
pertanggungjawabannya oleh Allah swt. Oleh karena itu, seorang pemimpin
hendaknya jangan menggangap dirinya sebagai manusia super yang bebas dan
berbuat dan memerintah apa saja kepada rakyatnya. Akan tetapi, sebaliknya ia harus
memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. 23
Dalam praktik sejarah politik umat Islam, sejak zaman Rasulullah saw hingga
al-Khulafa’al-Rāsyidūn jelas tampak bahwa Islam dipraktikkan di dalam
ketatanegaraan sebagai Negara Kesatuan, dimana kekuasaan terletak pada pemerintah
pusat, gubernur-gubernur dan panglima-panglima diangkat serta diberhentikan oleh
khalifah.
22Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusairi al-Naisaburi, al-Musnad al-Sahih al-
Mukhtasir Binaqli al-‘Adl  Sahih Muslim, Juz 1 (Beirut: Dar Ihya al-Turasi al-‘Arabi), h. 125.
23Muh. Rusdi, Hadits Tarbawi I, h. 146.
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Masa pemerintahan daerah masih “al-imārah al-khāṣhah” di zaman Nabi dan
khalifah Abu Bakar, maupun sesudah menjadi “al-imārah al-āmmah” yang dimulai
oleh khalifah Umar, Negara Islam masih tetap merupakan Negara Kesatuan. Tetapi,
setelah pemerintahan daerah menjadi “al-imārah al-istilā’” barulah berubah bentuk
menjadi Negara federasi. Muhammad Kurdi Ali mengatakan bahwa pemerintahan
daerah di zaman khalifah Mansur, masih tetap desentralisasi atau daerah-daerah
otonom. 24
Kemudian timbul tiga kerajaan Islam yang tampaknya terpisah satu sama lain,
yaitu daulah al-‘abbāsīyyah di Baghdad, daulah al-uluwiyyah di Mesir dan daulah
al-umawiyah di Andalusia. Meskipun ketiga pemerintahan itu terpisah, akan tetapi
kaum muslimin sebagai umat dimana saja dia berada, bahasa apa saja yang ia pakai
dan ke dalam kebangsaan apapun dia termasuk, dia tetap mempunyai hak-hak yang
sama sebagai kaum muslimin yang lain. Oleh karena itu, walaupun dunia Islam pada
waktu itu terpecah menjadi tiga pemerintahan akan tetapi kaum muslimin
menganggap atau seharusnya menganggap ketiga-tiganya ada di dalam wilayah darul
Islam.
Model Negara Kesatuan Islam yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim di
zaman sekarang tidak lagi dalam bentuk Negara yang wilayahnya berskala
internasional seperti pada masa dinasti-dinasti Islam masa lalu, melainkan dalam
bentuk Negara bangsa (nation-state). Kini, umat Islam mempraktikkan Negara
24Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam (Jakarta: Pustaka Iqro, 1956), h. 182-183.
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Kesatuan Islam dalam bentuk Negara bangsa (nation-state) sebagai respons terhadap
konteks Negara-Negara yang berkembang di masa sekarang. 25
Indonesia adalah salah satu Negara yang mempraktikkan Negara kesatuan
dalam bentuk Negara bangsa dan menganut sistem kepemerintahan yang sama seperti
masa ketika Islam masih menjadi Negara Kesatuan di masa kejayaannya yaitu dengan
desentralisasi atau otonom. Jika dilihat dalam kajian fiqh siyasah, maka persoalan
tentang kepemerintahan daerah ini akan masuk dalam pembahasan siyasah
dusturiyah, karena siyasah dusturiyah membahas tentang hubungan antara pemimpin
di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di
dalam masyarakatnya.26
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dan melihat masih
terdapat kekurangan pengetahuan mengenai otonomi daerah, maka yang menjadi
pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana konsep Otonomi Daerah
dalam Perspektif Hukum Islam?”
Berdasarkan dari pokok masalah tersebut, maka yang menjadi sub-sub
masalah yang akan dibahas sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk otonomi daerah di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk otonomi daerah dalam Islam?
25Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah “Doktrin dan Pemikiran Politik
Islam” (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 201.
26H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syar’iah, h. 47.
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C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan
Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran terhadap pengertian
sebenarnya, maka penulis akan menjelaskan beberapa kata dalam judul skripsi, yaitu
sebagai berikut:
1. Konsep, adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa
konkret.27
2. Otonomi Daerah, adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 28
3. Hukum Islam, adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt
dan Sunnah Rasulullah saw tentang tingkah laku manusia mukallaf yang
diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.29
D. Kajian Pustaka
Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Konsep Otonomi Daerah
dalam pandangan Islam dan Indonesia. Banyak literatur yang membahas tentang
masalah ini, namun belum ada literatur yang membahas secara khusus tentang judul
skripsi ini. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka
dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang
dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:
27Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ed. 3; Jakarta: Pusat
Bahasa, 2008), h. 748.
28Tim Redaksi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya: Dari Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang No. 9 Tahun
2015, h. 34.
29Lihat Amir Syarifuddin, di kutip dalam Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam, (Ed. 1; Cet.
III; Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 26.
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Pheni Chalid dalam bukunya Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan
Konflik, buku ini menjelaskan tentang tiga tema sentral yang berkaitan langsung
dengan otonomi: pemahaman dasar tentang otonomi, partisipasi rakyat dalam
otonomi, dan konflik-konflik di masa desentralisasi. Kami nilai pemilihan ketiga
tema ini akan banyak membantu dalam upaya kita memetakan dan mendalami
persoalan-persoalan otonomi yang semakin hari justru semakin komplek. Apapun
kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, maka
perlu digaris bawahi bahwa demokrasi rakyat di daerah dan peningkatan
kesejahteraan bukanlah sebuah proses instant.30 Menurut penulis buku ini
menjelaskan secara detail tentang seluk beluk persoalan otonomi daerah di Indonesia,
karena penyelenggaraan otonomi daerah dalam setiap wilayah memerlukan beberapa
proses persetujuan dari pemerintah pusat.
Muhammad Noor dalam bukunya memahami Desentralisasi Indonesia, buku
ini mencoba untuk menggali tentang berbagai permasalahan yang berkaitan dengan
pelaksanaan otonomi di Indonesia, dalam perspektif dan pola pemikiran yang
berkembang di Indonesia. Dengan harapan bahwa otonomi daerah yang seharusnya
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata,
adil dan makmur dapat tercapai sesuai dengan falsafah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang termaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.31
Menurut penulis buku ini menjelaskan secara gambaran konsep otonomi daerah dan
buku ini memaparkan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika suatu daerah untuk
30Pheni Chalid, Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik, h. vi.
31Muhammad Noor, Memahami Desentralisasi Indonesia, h. vi.
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melaksanakan otonomi daerah dan menjelaskan berbagai masalah dalam penerapkan
dan menyelenggarakan otonomi daerah.
HAW Widjaja dalam bukunya Penyelenggaraan Otonom di Indonesia ( Dalam
Rangka Sosialisasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah) buku ini menjelaskan tentang sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indononesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan
kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan
otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip
demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serat memperhatikan
potensi dan keanekaragaman daerah.32 Menurut penulis buku ini memberikan
gambaran konsep otonomi daerah secara jelas dan sesuai dengan Undang-Undang
No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Syamsuddin Radjab dalam bukunya Syariat Islam dalam Negara Hukum,
buku ini menjelaskan tentang pergumulan syariat Islam dalam negara Republik
Indonesia dan buku tersebut mengandung uraian problema pelaksanaan syariat Islam
dalam negara Republik Indonesia.33 Menurut penulis dalam buku ini memberikan
keterangan pelaksanaan syariat Islam mendapat menjiwai setiap peraturan yang telah
dirancang oleh Pemerintah meskipun tidak secara lugas menjelaskan hukum Islam itu
dikarenakan Negara Kesatuan Agama Islam terdapat bermacam agama, minimal jiwa
syariat Islam itu terdapat dalam peraturan tersebut.
32HAW Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No.
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, h. 36.
33Syamsuddin Rajab, Syariat Islam dalam Negara Hukum, h. xvii.
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Sabri Samin dalam bukunya Menguak Konsep dan Impelementasi
Ketatanegaraan dalam Islam (Fiqih Dusturi), buku ini menjelaskan tentang polemik
seputar ada atau tidak adanya konsep negara dalam Islam masih berlangsung sampai
kini. Fenomena negara yang ada sekarang bukan karena perintah teks agama, tetapi
sebagai realitas dunia atas kehendak akal rasional.34 Menurut penulis buku ini
memberikan penjelasan secara baik dalam mencari sebuah tatanan ideal tata negara
Islam meskipun dalam al-Qur’an dan Hadis tidak menjelaskan secara eksplisit.
Beberapa literatur-literatur yang telah dikemukakan, baik secara kelompok
maupun perorangan. Tidak ditemukan yang membahas secara signifikan tentang
persoalan yang diuraikan dalam skripsi. Meskipun ada diantaranya yang mengkaji
tentang otonomi daerah, namun masih bersifat umum, maka dengan itu penulis ingin
mengkaji secara mendalam tentang Konsep Otonomi Daerah dalam perspektif
Hukum Islam.
E. Metodologi Penelitian
Agar suatu penelitian dapat bersifat obyektif maka dalam mengambil
kesimpulan harus berpedoman pada metode penelitian. Dalam melakukan penelitian,
penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
pustaka (library research). Penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya
34Sabri Samin, Menguak Konsep Implementasi Ketaatanegaraan dalam Islam (Fqih Dusturi),
h. 25
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tertulis, penelitian (bedah) buku dan berbagai penelitian yang berkait dengan
kepustakaan.
2. Pendekatan Penelitian
Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan pendekatan sebagai
berikut:
a. Pendekatan Teologis Normatif (Syar’i), pendekatan ini dimaksudkan untuk
mengarahkan pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para mahasiswa
khususnya mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum untuk lebih memahami
mengenai konsep otonomi daerah dalam pandangan Islam dan Indonesia,
b. Pendekatan Yuridis Formal, Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengarahkan
pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para mahasiswa mengenai konsep
otonomi daerah.
3. Sumber Data
Dalam penulisan skripsi menggunakan sumber data, yaitu sebagai berikut:
a. Data primer, adalah semua bahan tertulis yang berasal langsung atau asli dari
sumber pertama yang membahas masalah yang dikaji. Seperti buku-buku yang
berkaitan dengan hukum Tata Negara baik menurut hukum positifnya maupun
menurut Islam.
b. Data sekunder, adalah semua bahan tertulis yang berasal tidak langsung atau
asli dari sumber pertama yang membahas masalah yang dikaji. Antara lain
mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud
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laporan, dan sebagainya.35 Dan untuk menguatkan data sekunder maka
digolongkan yaitu sebagai berikut:
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan
terdiri dari: berupa Undang-Undang, yaitu : norma atau kaedah dasar
yaitu:
a) Undang-Undang Dasar 1945,
b) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
tentang perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.
c) Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan Undang-
Undang, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
seperti kamus (hukum) , dan ensiklopedi.36
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
a. Teknik Pengolahan
Adapun langkah-langkah dalam mengolah data adalah sebagai berikut:
1) Identifikasi data, yaitu memilih dari beberapa sumber buku yang
berkaitan dengan topik penelitian.
35Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet. 2; Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2004), h. 30.
36Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 31-32.
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2) Editing data adalah pemeriksaan kembali dari data-data yang diperoleh
terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan kesinambungan
makna antara yang satu dengan yang lain.
b. Analisis Data
Data dokumentatif dalam penelitian kepustakaan ini berupa fakta yang
dinyatakan dengan kalimat. Pembahasan dan analisisnya mengutamakan penafsiran-
penafsiran obyektif, yaitu berupa telaah mendalam atas suatu masalah. Data
penelitian diuraikan dengan analisis isi (content analysis), analisis deskriptif
(descriptive analysis), dan (inter-text analysis) analisis atau jenis analisis lain yang
relevan dengan fokus penelitiannya.
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan
masalah yang telah dipaparkan, yaitu sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui bentuk otonomi daerah di Indonesia,
b. Untuk memahami bentuk otonomi daerah dalam pandangan Islam.
2. Kegunaan Penelitian
a. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yaitu
memberikan pemahaman tentang konsep otonomi daerah di Indonesia kepada seluruh
warga masyarakat dan terutama mahasiswa yang bergelut di dunia hukum.
20
b. Secara Praktis
Secara praktis pembahasan terhadap konsep otonomi daerah ini diharapkan
dapat menjadi masukan dan pengetahuan bagi pembaca, masyarakat dan lembaga
negara, khususnya bagi instansi pemerintahan. Penelitian ini diharapkan memberi
manfaat dan pengetahuan untuk kepentingan seluruh pihak baik itu mulai dari
pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat serta mahasiswa.
c. Secara Akademik
Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan kepustakaan di




KONSEP DASAR OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
A. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan
Dalam beberapa literatur hukum dan penggunannya sehari-hari, konsep
bentuk negara (staats-vorm) sering diacampuradukkan dengan konsep bentuk
pemerintahan (regerings-vorm). Hal ini juga tercermin dalam Konstitusi Negara
Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945) Pasal 1 Ayat (1) yang
menyebutkan, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.
Dari pasal ini the founding fathers Indonesia sangat menekankan pentingnya konsepsi
Negara Kesatuan sebagai definisi hakiki negara Indonesia. Bentuk dari negara
kesatuan Indonesia itu ialah republik. Jadi, jelaslah bahwa konsep bentuk negara
adalah republik yang merupakan pilihan lain dari kerajaan (monarki) yang telah
ditolak oleh para anggota BPUPKI mengenai kemungkinan penenrapannya untuk
Indonesia Modern.1
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperjelaskan perbedaan dasar antara
pengertian bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Ketiga
istilah tersebut sebaiknya tidak dipertukarkan satu sama lain, sehingga tidak
menimbulkan kesalahpahaman dalam praktiknya. Negara jika ditinjau dari segi
susunannya akan menimbulkan dua bentuk yaitu:
1Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Ed. II; Cet. I; Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), h. 209.
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1. Bentuk Negara Kesatuan
Negara ini disebut dengan Unitaris. Negara kesatuan adalah negara yang tidak
tersusun dari pada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan
negara itu sifatnya tunggal, artinya ada satu negara tidak ada negara di dalam negara.
Jadi, negara kesatuan itu hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang
mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.
Pemerintah pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan
segala sesuatu dalam negara tersebut.2
2. Bentuk Negara Federasi
Negara federasi adalah negara yang tersusun dari pada beberapa negara yang
semula berdiri sendiri-sendiri dan kemudian negara mengadakan ikatan kerjasama
yang efektif, tetapi di samping itu, negara-negara tersebut masih ingin mempunyai
wewenang-wewenang yang dapat diurus sendiri. Jadi di sini tidaklah semua urusan
diserahkan kepada pemerintah gabungannya, atau pemerintah federal, tetapi masih
ada beberap urusan tertentu yang tetap diurus sendiri. Biasanya urusan-urusan yang
diserahkan oleh pemerintah negara-negara bagian kepada pemerintah federal, adalah
urusan-urusan yang menyangkut kepentingan bersama daripada semua negara-negara
bagian tersebut, misalnya urusan keuangan, urusan angkatan bersenjata, urusan
pertahanan dan sebagainya. 3
Perbincangan mengenai bentuk pemerintahan (regerings-vormen) berkaitan
dengan pilihan antara:
2Abu Daud Busroh, Ilmu Negara (Ed. I; Cet. VI; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 64-65.
3Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, h. 65.
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1. Bentuk kerajaan (monarki), yaitu negara yang dikepalai oleh seorang raja dan
bersifat turun temurun dan menjabat seumur hidup,
2. Bentuk republik (berasal dari bahasa Latin: res repbulica=kepentingan
umum), yaitu negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang
presiden sebagai kepala negara yang dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan,
dan biasanya Presiden dapat dipilih kembali sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.4
Perbincangan sistem pemerintahan (regerings system), berkaitan degan
pilihan-pilihan antara lain:
1. Sistem pemerintahan presidensial,
2. Sistem pemerintahan parlementer,
3. Sistem pemerintahan campuran (quasi presidensial seperti Undang-Undang
Dasar 1945 yang asli atau quasi parlementer seperti sistem Perancis yang
dikenal dengan istilah hybrid system),
4. Sistem pemerintahan collegial seperti Swiss.
Dari ketiga konsep tersebut, bangsa Indonesia sejak kemederkaan pada tahun
1945 cenderung mengidealkan bentuk negara kesatuan (eenheidstaats-vorm), bentuk
pemerintahan republik (republijk regerings-vorm), dan sistem pemerintahan
presidensial (presidential system).5
Teori-teori bentuk Negara yang dikembangkan para ahli dan berkembang di
zaman modern bermuara pada dua paham yang mendasar. Pertama, paham yang
4C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara,
2008), h. 18.
5Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia, h. 211.
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menggabungkan bentuk Negara dengan bentuk pemerintahan.6 Paham ini
menganggap bahwa bentuk Negara dengan bentuk pemerintahan, yang dibagi dalam
tiga macam, yaitu (1) bentuk pemerintahan dimana terdapat hubungan yang erat
antara eksekutif dan legislatif; (2) bentuk pemerintahan dimana ada pemisahan yang
tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif; (3) bentuk pemerintahan dimana
terdapat pegaruh dan pegawasan langsung dari rakyat terhadap badan legislatif.
Kedua, paham yang membahas bentuk Negara atas golongan demokrasi dan diktator.7
Paham ini membahas bentuk Negara atas golongan demokrasi dan diktator. Paham ini
juga memperjelas bahwa demokrasi dibagi dalam demokrasi Konstitusional (liberal)
dan demokrasi rakyat.
Teori-teori tersebut kemudian berkembang di zaman modern ini, yaitu bentuk
Negara Kesatuan (unitarisme) dan Negara Serikat (Federalisme) yang dapat
berbentuk sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi.
Negara kesatauan adalah Negara yang tidak tersusun dari beberapa Negara,
melainkan hanya terdiri atas satu Negara, sehingga tidak ada Negara di dalam
Negara. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu
pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang
pemerintahan Negara, menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan
pemerintahan Negara baik di pusat maupun di daerah-daerah.8 Berbeda dengan
Negara Federasi, lebih lanjut Soehino menjelaskan, Negara Federasi adalah Negara
6Bouger, Masalah-masalah Demokrasi (Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1952), h. 32-33.
7Agus Salim Andi Gadjong. Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum (Bogor : Ghalia
Indonesia, 2007), h. 218.
8Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 224.
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yang bersusunan jamak, maksudnya Negara ini tersusun dari beberapa Negara yang
semula telah berdiri sendiri sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai
Undang-Undang Dasar sendiri, tetapi kemudian karena sesuatu kepentingan, dalam
kepentingan politik, ekonomi atau kepentingan lainnya, Negara-Negara tesebut saling
menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerja sama yang efektif. Namun
disamping itu, Negara-Negara saling meggabungkan diri tersebut kemudian disebut
Negara Bagian, masih ingin mempunyai urusan-urusan pemerintahan yang
berwenang dan dapat diatur dan di urus sendiri, di samping urusan-urusan
pemerintahan yang akan diatur dan di urus bersama-sama oleh ikatan kerja samanya
tersebut.9 Dengan demikian disini Negara Kesatuan adalah Negara apabila kekuasaan
tidak terbagi dan Negara Serikat apabila kekuasaan di bagi antar Pemerintah Federal
dengan Negara Bagian.
Bentuk Negara sesunguhnya berkaitan dengan kekuasaan tertinggi pada suatu
Negara yaitu kedaulatan. Dalam Negara, kedaulatan merupakan esensi terpenting
dalam menjalankan Negara dan pemerintahan. Teori kedaulatan yang terkenal sampai
sekarang , antara lain teori kedaulatan Tuhan yaitu teori yang menganggap kekuasaan
tertinggi berasal dari Tuhan (dikembangkan oleh Agustinus dan Thomas aquinas),
teori kedaulatan rakyat yaitu kekuasaan berasal dari rakyat (dikembangkan oleh
Johannes Althusius, montesque, dan Jhon Locke), teori kedaulatan Negara yaitu teori
kedaulatan tertinggi ada pada pemimpin Negara yang melekat sejak Negara itu ada
(dikembangkan oleh Paul Laband dan George Jelinek), dan teori kedaulaan Hukum
yaitu teori kedaulatan dimana kekuasaan dijalankan oleh pemimpin Negara
9Soehino, Ilmu Negara, h. 226.
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berdasarkan atas hukum dan yang berdaulat adalah hukum (dikembangkan oleh Hugo
De Groot, Krabbe, dan Immanuel Kant).10
B. Pengertian Otonomi Daerah
Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, autonomos atau autonomia, yang
berarti “keputusan sendiri” (self-rulling). Otonomi dapat mengandung beberapa
pengertian sebagai berikut:
a Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk “tidak” dikontrol oleh pihak lain
ataupun kekuatan luar.
b Otonomi adalah bentuk “pemerintahan sendiri” (self-government), yaitu hak
untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri.
c Pemerintah sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh
pihak lain terhadap fungsi daerah (local or internal affair) atau terhadap
minoritas suatu bangsa.
d Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib
sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun dalam mencapai tujuan hidup
secara adil.11
Otonomi daerah adalah wacana yang hangat dibicarakan dan diperdebatkan
karena menyangkut bagaimana upaya negara untuk menyejahterakan rakyat. Di
Indonesia, wacana otonomi daerah menguat di tahun 1990-an. Dalam kurun waktu
cukup lama, Indonesia telah melaksanakan pemerintahan yang terpusat dengan
paradigma pembangunan sebagai landasan nilai yang menjadi acuan kebijakan
10Soehino, Ilmu Negara, h. 152-170.
11Mhd. Shiddiq, Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita,
2003), h. 168.
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pemerintah. Sistem sentralistik yang mengakar kuat dan mendarah daging membuat
isu desentralisasi atau otonomi daerah menjadi ‘barang asing’ yang bahkan
definisinya pun tidak mudah untuk dipahami. Meskipun keluarnya Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1999 tentang perimbangan hubungan keuangan pusat-daerah sudah cukup
meredam tuntutan aspirasi daerah.12
Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
sebagai amandemen Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Kesatuan Negara Republik
Indonesia.13 Sedangkan, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh
Pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. 14
Para penggagas otonomi daerah tidak menjelaskan secara jernih konsep yang
ditawarkannya, bahkan sekedar mendefinisikan konsep-konsep tersebut. Misalnya,
sampai sejauh mana atau sampai sebatas mana otonomi yang seluas-luasnya itu;
apakah yang dimaksud dengan federalisme dalam kerangka negara kesatuan adalah
konsep yang dicampuradukkan atau penerapan konsep-konsep negara bagian untuk
beberapa provinsi saja; apakah kekhususan dari otonomi khusus; apakah otonomi
12Pheni Chalid, Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik (Jakarta : Kemitraan,
2005), h. 21.
13Tim Redaksi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya: Dari Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang No. 9 Tahun
2015 (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 34.
14Tim Redaksi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya: Dari Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang No. 9 Tahun
2015, h. 34.
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penuh berarti pemerintahan sendiri dalam artian pemerintah daerah memiliki hak dan
kekuasaan penuh dalam menentukan arah dan tindakannya sendiri. 15
Bagaimana pun juga, otonomi merupakan kebutuhan karena tidak mungkin
seluruh persoalan yang ada di satu negara di tangani oleh pemerintah pusat. Terlebih
lagi, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari wilayah yang dipisahkan
oleh perairan. Masing-masing wilayah memiliki ciri khas berdasarkan letak geografis,
kondisi alam dan sosiokulturalnya. Persoalan yang timbul dari keberagaman wilayah
dan sosiokultural masyarakat pun tentunya akan sangat kompleks. Dari kenyataan ini
saja dapat dinilai betapa otonomi daerah dan desentralisasi sistem pemerintah perlu
dilakukan agar persoalan dan aneka kompleksitas yang muncul tidak memberikan
implikasi negatif terhadap integrasi. 16
C. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah
Berbicara prinsip otonomi daerah perlu diketahui dulu makna secara
substansial dari otonomi. Menurut David Held, otonomi secara subtansial
mengandung pengertian:
“Kemampuan manusia untuk melakukan pertimbangan secara sadar-diri,
melakukan perenungan-diri dan melakukan penentuan-diri, yang mana otonomi
di dalamnya mencakup kemampuan untuk berunding, mempertimbangkan,
memilih dan melakukan (atau) mungkin tidak melakukan tindakan yang
berbeda baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan publik, dengan
mencamkan kebaikan demokrasi” 17
15Pheni Chalid, Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik, h. 21.
16Pheni Chalid, Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik, h. 22.
17David Held, Demokrasi dan Tatanan Global: Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan
Kosmopoloitan (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h. 180-181.
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Prinsip otonomi mengungkapkan secara esensial dua gagasan pokok, yakni
gagasan bahwa rakyat seharusnya memegang peranan penentuan diri dan gagasan
bahwa pemerintahan demokratis harus menjadi pemerintahan yang terbatas, dimana
kesetaraan dan ada sebuah jaminan akan terwujudnya hasil-hasil tertentu yang
mencakup:
a. Perlindungan dari penggunaan otoritas publik dan kekuasaan memaksa yang
sewenang-wenang,
b. Keterlibatan warga Negaranya dalam penentuan syarat-syarat perhimpunan-
perhimpunan mereka melalui penetapan izin mereka dalam memelihara dan
pengesahan institusi-intitusi yang bersifat mengatur,
c. Penciptaan keadaan yang terbaik bagi para warga Negaranya untuk
mengembangkan nilai dasar mereka dan mengungkapkan sifat mereka yang
beraneka ragam (yang melibatkan asumsi mengenai penghormatan terhadap
kecakapan individu dan kemampuan mereka untuk belajar meningkatkan potensi
mereka),
d. Perluasan kesempatan ekonomi untuk memaksimalkan tersedianya sumber-
sumber (yang mengasumsikan bahwa ketika individu-individu bebas dari
keputusan fisik, mereka akan benar-benar mampu merealisasikan tujuan-tujuan
mereka). 18
Prinsip otonomi tersebut memerlukan suatu sruktur tindakan politik bersama
yang menentukan hak dan kewajiban yang perlu untuk terwujudnya keberdayaan
masyarakat sebagai agen-agen yang otonom (Abdul Gaffur Karim mengistilahkan
18David Held, Demokrasi dan Tatanan Global: Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan
Kosmopoloitan, h. 182.
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dengan “individu otonom“). Namun yang perlu di perhatikan kemudian bahwasanya
prinsip otonomi tersebut pada dasarnya berlaku dalam hukum publik demokratis yang
karena itu prinsip otonomi bukan sebagai prinsip penentuan-diri yang bersifat
individualistis tetapi sebaliknya sebagai prinsip struktural penentuan-diri dimana diri
adalah bagian dari kolektivitas/mayoritas yang diberdayakan dan “dipaksa“ oleh
peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur kehidupan demokratis (otonomi
demokratis yang di dalamnya hak atas otonomi berada dalam tekanan komunitas).19
D. Landasan Konstitusional Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Sejak tahun 1945 sampai sekarang, ternyata peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang eksistensi otonomi daerah yang tercakup dalam Undang-
Undang tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami perubahan sebanyak 8
(delapan) kali, hanya dalam rentang waktu 65 tahun. Hal itu menunjukkan
problematika yang dihadapi Republik Indonesia dalam perwujudan Otonomi Daerah
cukup flektuatif dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi politik pada setiap rentang
waktu pemerintahan pada waktu itu. Sejak 1945 juga telah terjadi perubahan
konstitusi atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) kali
yakni:
1. Tanggal 18 Agustus 1945, penetapan berlakunya Undang-Undang dasar 1945,
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat, 31 Januari 1950,
3. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, 15 Agustus 1950,
19David Held, Demokrasi dan Tatanan Global: Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan
Kosmopoloitan, h. 193.
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4. Pengumuman berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui
Dekrit Presiden, 5 Juli 1959,
5. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR yang ke 1, 2, 3, 4 pada
tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.20
Pada masa pemerintahan Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
konstitusi Negara Republik Indonesia bersifat rigid”21, sehingga pasal-pasal terdapat
Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa diubah (amandemen). Tujuannya adalah
melanggengkan kekuasaan pemerintahan Orde Baru agar mampu menguasai dan
terus menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan apa yang mereka inginkan.
Pemerintahan pada masa ini menerapkan desakralisasi Undang-Undang Dasar 1945,
sehingga tidak ada seseorang pun dari anggota MPR, lembaga yang berhak mengubah
Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan Presiden Soeharto ketika itu perlu menculik
anggota MPR dengan maksud agar sidang untuk mengubah Undang-Undang Dasar
1945 tidak mencapai kuorum dua per tiga.22
Ketika arus reformasi mulai bergulir sekitar tahun 1998, muncul keingingan
rakyat, terutama dari para akademisi dan tokoh negara yang menghendaki perubahan
Konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian Undang-Undang
Dasar 1945 yang pada awalnya (masa pemerintahan Orde baru) dianggap sebagai
konstitusi yang rigid, mulai bergeser sebagai konstitusi yang fleksibel. Pada saat
20B.N. Marbun, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita: Perkembangan Otonomi
Daerah, Sejak zaman Kolonial sampai saat ini (Ed. Revisi; Cet. II; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
2010), h. 15.
21Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung: Alumni, 2006), h. 80.
22Bagir Manan, Menyonsong Fajar Otonomi Daerah (Jakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas
Hukum UI, 2002), h. 1.
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sidang umum MPR 1999, yang “diklaim” sebagai Pemilu yang demokratis dalam
ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.23
Majelis Permusyawaratan Rakyat di bawah pimpinan oleh Prof. Dr, H. Amien
Rais, mulai mengamandemen pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai lagi dengan
kehidupan demokratisasi ketatanegaraan Republik Indonesia. Pada periode tersebut
(1999-2004), MPR berhasil mengadakan perubahan-perubahan (amandemen)
Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali perubahan, yakni Perubahan I (19
Oktober 1999), Perubahan II (18 Agustus 2000), Perubahan III (10 November 2001),
dan Perubahan IV (10 Agustus 2002). 24
Melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2000, akhirnya
mendapat rumusan otonomi daerah yang lebih komplit serta mengurangi multitafsir
dan mempermudah penjabarannya dalam perundang-undangan. Sesuai hasil
amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tahun 2001, maka rumusan Bentuk dan
Kedaulatan mengalami perubahan menjadi: 25
“Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik,
(2) kedaulatan Berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar.
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum”26
23Sobirin Malim, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti Undang-Undang Dasar 1945,
(Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 111.
24Sobirin Malim, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti Undang-Undang Dasar 1945,
h. 111.
25B.N. Marbun, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita: Perkembangan Otonomi
Daerah, Sejak zaman Kolonial sampai saat ini, h. 18.
26Repubik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Secara Lengkap (Cet IX; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.
4.
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Rumusan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2001 ini
mempertegas lagi bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat” dan “negara Indonesia
adalah negara hukum”. Hal ini membangkitkan keyakinan bagi setiap warga negara
tentang bentuk negara dan kedaulatan di tangan rakyat, dan negara Indonesia adalah
negara hukum dan bukan negara penguasa. 27
Ketentuan tentang aturan penyelenggaran pemerintahan daerah terdapat di
dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.28 Pasal ini termasuk pasal yang
diamandemen, yaitu perubahan (amandemen) II Undang-Undang Dasar 1945.
Sebelumnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pasal ini hanya memuat satu
ayat dengan judul bab Pemerintahan Daerah yang menyebutkan, “Pembagian daerah
Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya
ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingati dasar
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam
daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Adapun dalam pasal 18 hasil perubahan II
Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas tiga pasal, yaitu Pasal 18 (ayat 1,2,3,4,5,6,7),
Pasal 18A (ayat 1,2), dan Pasal 18B (ayat 1,2) dengan judul Pemerintahan Daerah. 29
Adapun rumusan tentang otonomi daerah, dikutip dari rumusan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya, yang
menreflesikan ini Pasal 18 hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Tahun
27B.N. Marbun, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita: Perkembangan Otonomi
Daerah, Sejak zaman Kolonial sampai saat ini, h. 18.
28Krishna D Darumurti dan Umbu Rauta, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan
Pelaksaan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 34.
29Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi: Dilengkapi Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 dan Perubahan-perubahannya (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 34.
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2000, dan juga sekaligus merupakan peninjauan dan perbaikan terhadap Undang-
Undang Nomor 32 tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan Umum,
Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang 23 Tahun 2014, selanjutnya dikutip dalam Undang-
Undang dirumuskan: 30
“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 31
Dalam ayat (11) dirumuskan tentang daerah otonom:
“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. 32
Kalau menggali makna otonomi daerah sejak dikenalkannya konsep negara
atau republik dari masa Yunani, kata otonomi atau autonomi berasal dari bahasa
Yunani yaitu auto yang berarti sendiri, dan nomous yang berarti hukum atau
peraturan. Kalau ditafsir secara harfiah otonomi adalah peraturan sendiri atau
mengatur diri sendiri. Dengan pengertian dasar tersebut maka rumusan otonomi
daerah dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sudah tepat.
30B.N. Marbun, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita: Perkembangan Otonomi
Daerah, Sejak zaman Kolonial sampai saat ini, h. 19.
31Tim Redaksi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya: Dari Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang No. 9 Tahun
2015 (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 34.
32Tim Redaksi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya: Dari Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang No. 9 Tahun
2015, h. 35.
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Berdasarkan kenyataan ini maka menghilangkan keraguan-raguan dan
menghilangkan multitafsir tentang otonomi daerah, terutama masa depan, walau
secara filosofis sebenarnya tidak ada yang baru, tetapi varian dan pemahaman terus
berkembang sebagai dinamika kehidupan, ada baiknya muatan otonomi daerah yang
dirumuskan dalam Pasal 18, 18A, 18B Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen
Tahun 2000 dicantumkan sebagai landasan konkrit dan utuh serta satu-satunya
sumber konstitusional pemerintahan daerah. 33 Penjelasannya, sebagai berikut:
Pasal 18
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan
daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi,
Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur
dengan Undang-Undang.
2. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui
pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, and Walikota masing-masing sebagai kepala pemrintah
daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam
Undang-Undang. 34
Pasal 18A
1. Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Provinsi, Kebupaten, dan Kota, atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota,
diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah.
33B.N. Marbun, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita: Perkembangan Otonomi
Daerah, Sejak zaman Kolonial sampai saat ini, h. 20.
34Repubik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Secara Lengkap, h. 42.
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2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur
dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. 35
Pasal 18B
1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam Undang-Undang. 36
Adapun rumusan amandemen Pasal 18, Undang-Undang Dasar 1945 sudah
lebih rinci dan lebih tegas dibanding dengan isi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
sebelum diamandemen tahun 2000 oleh MPR. Dari isi Undang-Udang Dasar 1945
tersebut (sebelum amandemen) menjadi jelas bahwa Pasal 18 Uudang-Undang Dasar
1945 menjadi landasan pembentukan pemerintahan daerah yang akan diatur dengan
Undang-Undang bahwa daerah-daerah yang dimaksud akan berstatus otonom dan
akan memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemerintah di daerah. 37
Dengan pengertian dan tafsiran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal
18 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan hukum pembentukan
pemerintahan daerah berikut aparat-aparat pelaksanannnya, yang mana salah satu
unsur pentingnya adalah semacam badan perwakilan daerah yang dalam
35Repubik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Secara Lengkap, h. 42.
36Repubik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Secara Lengkap, h. 42.
37B.N. Marbun, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita: Perkembangan Otonomi
Daerah, Sejak zaman Kolonial sampai saat ini, h. 21.
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perkembangannya menjelma menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti
pengertian yang berlaku sekarang ini. 38
Selanjutnya, meringkaskan isi Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar
1945 akan ditemukan pokok-pokok pengertian sebagai berikut:
1. Daerah tidaklah bersifat “staat” atau negara (dalam negara),
2. Wilayah akan dibagi pula dalam daerah-daerah yang lebih kecil yaitu
kabupaten dan kota,
3. Daerah-daerah itu adalah daerah otonom atau daerah administrasi,
4. Di daerah otonom dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang
anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum,
5. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia.39
E. Sejarah Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia
1. Warisan= Kolonial
Sejarah kebijakan penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia telah
mengalami perjalanan yang sangat panjang, yaitu tidak hanya sejak lahirnya Republik
ini, tetapi sejak masa pemerintahan kolonial. Untuk mewujudkan kepentingan
pemerintah kolonial, pemerintahan daerah bukan semata-mata dibentuk untuk
38B.N. Marbun, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita: Perkembangan Otonomi
Daerah, Sejak zaman Kolonial sampai saat ini, h. 22.
39B.N. Marbun, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita: Perkembangan Otonomi
Daerah, Sejak zaman Kolonial sampai saat ini, h. 22.
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meningkatkan kapasitas politik masyarakat setempat, apalagi untuk pentingan
pengembangan demokrasi sebagaimana menjadi argumentasi kontemporer bagi
perlunya penyelenggaraan pemerintahan daerah.40
Ada yang berpendapat bahwa kebijaksanaan penyelenggaraan desantralisasi
juga didorong oleh komitmen politik etis pemerintah kolonial. Pendapat ini sulit
diterima oleh penyelenggaraan pemerintah daerah, bukan untuk memajukan
masyarakat setempat, tetapi lebih merupakan perwujudan keinginan pemerintah
kolonial guna mengeksploitasi wilayah jajahan. Alasan ini diperkuat dengan
kenyataan bahwa pada mulanya reglement (Staatsblaad 1885 No. 2) yang mengatur
penyelenggaraan pemerinah koslonial yang tidak mengenai desantralisasi.41
Pada tahun 1903, pemerintah kolonial mengeluarkan decentralisatiewet
(Staatsblaad No. 329 Tahun 1903) yang memberikan peluang dibentuknya suatu
pemerintahan (grewest) yang mempunyai keuangan sendiri. Penyelenggaraan
pemerintah diserahkan sebuah raad atau dewan di masing-masing daerah.
Decentralisatiewet ini kemudian diperkuat dengan decentralisatiebesluit (S. 13/1905)
dan locale radenordonanntie (S. 181/1905) yang menjadi dasar terbentuknya local
ressort dan local raad. Akan tetapi, pemerintah daerah hampir tidak mempunyai
kewenangan. Bahkan, sebagian anggota raad diangkat sebagian merupakan pejabat
pemerintah, dan sebagian lain dipilih. 42
40Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi: Dilengkapi Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 dan Perubahan-perubahannya (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 55.
41Syaukani HR, Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 50.
42Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi: Dilengkapi Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 dan Perubahan-perubahannya, h. 56.
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Dewan daerah atau locale raad berhak membentuk peraturan setempat (locale
verodeningren) yang menyangkut hal-hal yang belum diatur oleh pemerintah
kolonial. Pengawasan terhadap pemerintahan setempat dilaksanakan sepenuhnya oleh
gouverneur-generate Hinda-Belanda yang berkedudukan di Batavia.
Pada Tahun 1922, pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah Undang-Undang
Wet op de Bestuurshervormin (S. 216/1922). Dengan ketentuan ini, dibentuk
sejumlah provincie, regentschap, stadsgemeente, dan grooepmeneenschap yang
semuanya menggantikan locale ressort. Pembentukan sejumlah daerah dilakukan
dengan dikeluarkannya ordonantie, seperti ordonantie pembentukan Provincie Jawa
Madura, ordonantie West Java, Regentschape Batavia, sedangkan pulau-pulau di luar
Jawa dan Madura dibentuk melalui Groepsmeenschape ordonantie. Pemerintah
sehari-hari di daerah dijalankan oleh gouverneur untuk di provincie, regent di
regentschap, dan burgermeester di gemeente. 43
Selain pemerintahan bentukan baru tersebut, terdapat juga pemerintahan yang
merupakan persekutuan asli masyarakat setempat yang disebut oleh banyak kalangan
sebagai zelfbstuurende landschappe, yaitu persekutuan masyarakat adat yang tetap
diakui keberadaannya oleh pemerintah kolonial seperti di Jawa, Nagari di
Minangkabau, Huta atau Huria dan yang lainnya di beberapa pulau di daerah Hindia
Belanda. Desa di Jawa kemudian diatur dengan Inrlandsche Gemmente Ordonantie
(S. 83/1906) atau IGO, dan masyarakat ada di luar Jawa diatur dengan Inlandsche
Gemmente Ordonantie Buitngewestern (S. 507/1931) atau IGOB. Desa-desa di Jawa
43The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia (Jilid. I;
Ed. II; Yuogyakarta: Liberty, 1993), h. 19.
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kemudian diatur lebih lanjut dengan Desa Ordonantie (S. 356/1941) yang tidak
sempat dilaksanakan karena terjadinya Perang Dunia ke-2.44
Selain administrasi pemerintahan kolonial, ada juga administrasi
pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kerajaan yang sudah ada
sebelum kedatangan kaum kolonial. Pemerintah kerajaan tersebut satu per satu diikat
oleh pemerintah kolonial dengan sejumlah perjanjian atau kontrak politik, baik yang
bersifat kontrak panjang atau lange verklaring maupun kontrak pendek atau korte
verklaring. Perbedaan di antara kedua jenis kontrak itu terletak pada pengakuan dari
pemerintah kerajaan setempat. Dalam lange verklaring, kekuasaan pemerintah
kolonial ditetapkan satu persatu dalam kontrak tersebut serta berjanji untuk menaati
semua atuaran yang ditetapkan. Kasunan Surakarta misalnya, diatur melalui lange
verkaring, sedangkan Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan diatur dengan korte
venklaring. 45
Dengan demikian, dalam masa pemerintahan kolonial, warga masyarakat
berhadapan dengan dua administrasi pemerintahan. Pertama, pemerintahan kolonial
yang dipimpin oleh seorang Gubernur jenderal yang merupakan wakil dari
pemerintahan kerajaan Belanda. Di bawah Gubernur jenderal terdapat sejumlah
Presiden yang menjalani roda pemerintahan provincie, kemudian terdapat sejumlah
contrlier dan assistant controlier. Adapun administrasi pemerintahan asli berada di
bawah pemerintah kerajaan, kemudian terdapat sejumlah wedana dan asisten wedana.
44The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, h. 19.
45Syaukani HR, Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, h.
53.
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Satu hal yang sangat menonjol yang merupakan warisan pemerintahan
kolinial adalah kecenderungan sentralisasi kekuasaan pada pusat pemerintahan, dan
pola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertingkat. Hal ini masih kuat
dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari waktu ke
waktu.46
2. Masa Pendudukan Jepang
Pada saat pemerintahan kolonial Belanda menguasai Hindia Belanda,
kemudian menjalar Perang Dunia kedua ke Asia Timur, Jepang yang memiliki
kekuatan militer sangat kuat, melakukan invansi ke seluruh Asia Timur mulai Korea
Utara ke Daratan Cina, sampai pulau Jawa dan Sumatra. Negara ini berhasil
menaklukan pemerintah kolonial Inggris di Burma dan Malaya, Amerika Serikat di
Flipina, serta Belanda di Daerah Hindia Belanda (Jawa, Sumatra, Kalimantan,
Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Irian Barat). Pemerintah Jepang yang singkat,
sekitar tiga setengah tahun (1941-1945) berhasil melakukan perubahan-perubahan
yang cukup fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke
wilayah-wilayah bekas Hindia belanda. Hindia Belanda kemudian dibagi dalam tiga
wilayah kekuasaan militer, yaitu Sumatra yang berkedudukan di Bukittingi di bawah
kekuasaan militer Angkatan Darat, di Jawa, dan Madura berkedudukan di Jakarta,
dan Wilayah Timur, seperti di Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, dan Maluku di
bawah kekuasaan Angkatan Laut.
Pihak penguasa militer di Jawa (Gusireikan) mengeluarkan Undang-Undang
(Osamu Seire) Nomor 27 Tahun 1942 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan
46Syaukani HR, Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, h.
53.
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daerah. Dalam Osamu Sirei tersebut, Jawa dibagi lagi ke dalam beberapa syuu,
kemudian syuu dibagi lagi ke dalam beberapa ken, dan ken terbagi ke dalam si.
Daerah yang berkedudukan khusus disebut tokubetu si yang berkedudukan setingkat
syuu. Untuk pertama kalinya pada masa ini, provincie tidak masuk dalam strata
pemerintahan daerah di Jawa. Kepala Daerah syuu adalah syuutyokan, sedangkan
kepala daerah tokubeto si adalah tokubetu sityoo. Perlu ditambah bahwa pada masa
pemerintahan kolonial Belanda, di daerah terdapat raad, yang kemudian dihapuskan
oleh pemerintah Jepang. Selanjutnya, pemerintahan daerah sepenuhnya yang ada di
bawah kentyoo dan sityoo dapat dikatakan memiliki kekuasaan tunggal. 47
Sama halnya pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pada masa Jepang
pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Penyebutan daearah otonom
bagi pemerintahan di daerah pada masa tersebut merupakan sesuatu yang bersifat
misleading atau menyesatkan. Bahkan, dalam kenyatannya administrasi pemerintahan
penjajahan Jepang melakukan penetrasi ke dalam kehidupan masyarakat jauh lebih
intensif dibandingkan dengan pemerintahan kolonial Belanda. Adanya kebutuhan
mobilisasi sosial guna mendukung kegiatan peperangan, secara hierarkis, sampai
pada satuan masyarakat terendah. Karena keterbatasan personel pemerintah militer
Jepang sangat bergantung pada para pangreh praja dalam rangka mobilisasi dukungan
guna kepentingan peperangan. Para pengreh praja tersebut memiliki kekuasaan yang
sangat besar, tetapi di bawah kontrol sepenuhnya dari kalangan penguasa militer
Jepang. 48
47The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, h. 21.
48Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi: Dilengkapi Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 dan Perubahan-perubahannya, h. 59.
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Adminstrasi pemerintahan daerah pada masa pemerintah kolonial Jepang
kemudian diwariskan kepada pemerintah Republik Indonesia yang baru dibentuk
menyusul Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 1 Agustus 1945. Tentu saja,
implikasinya tidak hanya terasa bagi warga negara yang hidup pada saat negara ini
baru saja dibentuk tetapi berkepanjangan sampai dengan kepemimpinan pemerintah
berikutnya. 49
3. Masa Kemerdekaan
Adapun pembentukan, pertumbuhan, dan pergesaran kedudukan otonomi
daerah selama ini selalu dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan
produk perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah. 50Sebagai
illustrasinya, penulis telah memberikan pemaparan rentetan Undang-Undang tentang
Pemerintahan Daerah dari sejak era kemerdekaan sampai sekarang, yaitu sebagai
berikut:
Tabel 2
Rentetan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah 51
No. Nama Undang-Undang Tahun Pasal dalam
Undang-Undang
1. Undang-Undang No. 1 tentang
Peraturan Mengenai Kedudukan
Komite Nasional Daerah
23 November 1945 Pasal 18 dan 20
UUD 1945
49Syaukani HR, Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, h.
56.
50B.N. Marbun, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita: Perkembangan Otonomi
Daerah, Sejak zaman Kolonial sampai saat ini (Ed. Revisi; Cet. II; Jakarta: Sinar Harapan, 2010),
h.43.
51B.N. Marbun, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita: Perkembangan Otonomi
Daerah, Sejak zaman Kolonial sampai saat ini. h.44.
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2. Undang-Undang No. 22 tentang
Penetapan Aturan-aturan Pokok
Mengenai Pemerintahan Sendiri di
Daerah-daerah yang Berhak Mengatur
dan Mengurus Rumah tangganya
Sendiri
10 Juli 1948 Pasal 15, 18, dan 20
UUD 1945
3. Undang-Undang No. 1 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Daerah
17 Januari 1957 Pasal 89, 131 jo. 132
UUD Sementara
4. Penetapan Presiden Republik
Indonesia No. 6 tentang Pemerintahan
Daerah
7 September 1959 Dekrit Presiden 5
Juli 1959, jo. Pasal
18UUD 1945
5. Undang-Undang No. 18 Tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
1 September 1965 Pasal 1, 5, 18, dan
20 UUD 1945
6. Undang-Undang Republik Indonesia
No. 5 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Daerah
23 Juli 1974 Pasal 5, 18, 20 UUD
1945
7. Undang-Undang Republik Indonesia
No. 22 tentang Pemerintahan Daerah
7 Mei 1999 Pasal 1, 5, 18, dan
20 UUD 1945
8. a. Undang-Undang Republik Indonesia
No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah,
b. Undang-Undang Republik Indonesia
No. 33 Tahun 2004 tentang
Pertimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah,
c. Undang-Undang Republik Indonesia
No. 8 Tahun 2005 tentang
Pemerintahan Daerah tentang
Perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia No. 32 Tahun
2004,
15 Oktober 2004 Pasal 1, 4, 5, 18,
18A, 18B, 20, 21,
22D, 23E, 24A, 31,




9. Undang-Undang Republik Indonesia
No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Republik
Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
28 April 2004
10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
30 September 2014
11 Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-
2 Februari 2015
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Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
12 Undang-Undang No. 9 Tahun 2015
tentang  Perubahan Kedua atas
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
18 Maret 2015
F. Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
World Bank ataupun United Nation Development Program (UNDP)
mengembangkan istilah baru, yaitu governance sebagai pendamping  kata goverment,
istilah tersebut sekarang sangat populer digunakan di kalangan akademisi ataupun
masyarakat luas. Kata governance kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia dalam berbagai kata. Ada yang menerjemahkan menjadi tata pemerintahan
dan ada juga yang menerjemahkan kepemerintahan.52
World Bank mendefinisikan kata governance sebagai the way state power is
used in managing economic and social resouces for deevlopment society. Pengertian
ini menggambarkan bahwa governance adalah cara, yakni cara kekuasaan negara
untuk mengelola sumber-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan
masyarakat. Cara ini lebih menunjukkan pada hal-hal yang bersifat teknis.
Sedangkan menurut United Nation Development Program (UNDP), kata
governance berarti penggunaan atau pelaksanaan, yaitu penggunaan kewenangan
politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada
52Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi: Dilengkapi Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 dan Perubahan-perubahannya , h. 178.
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semua tingkatan. Di sini titik tekannya pada kewenangan kekuasaan yang sah atau
kekuasaan yang memiliki legitimasi.
Berdasarkan pengertian tersebut, World Bank lebih menekankan pada cara
pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan
pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik,
ekonomi, dan administratif dalam pengelolaaan negara.53
Good governance dapat ditinjau sebagai bentuk pergeseran paradigma konsep
goverment (pemerintah) menjadi governance (kepemerintahan). Secara
epitesmologis, perubahan paradigma goverment berwujud pada pergeseran mindset
dan orientasi birokrasi sebagi unit pelaksanan dan penyedia layanan bagi masyarakat,
yang semula birokrat melayani kepentingan kekuasaan menjadi birokrat yang
berorientasi pada pelayan publik. 54
Salah satu bentuk layanan tersebut adalah penerbitan regulasi yang dapat
menciptakan suasana kondusif bagi masyarakat. Akan tetapi, sebelum jauh lebih
menelaah kiat-kiat dalam menciptakan regulasi yang kondusif, tidak ada salahnya
apabila memulainya dengan memahami terlebih dahulu beberapa konsep dasar dalam
kebijakan publik.55
Menurut UNDP, governance atau tata pemerintahan memiliki tiga domain,
yaitu:
53Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: Penerbit Andi,
2004), h. 23.
54Kristian Widya Wicaksono, Administrasi dan Birokrasi Pemerintah (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2006), h. 51.
55Kristian Widya Wicaksono, Administrasi dan Birokrasi Pemerintah, h. 51.
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1. Negara atau pemerintahan (state),
2. Sektor swasta atau dunia usaha (private sector),
3. Masyarakat (society).56
Ketiga domain tersebut berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan
bermasayarakat. Sektor pemerintah lebih banyak berkecimpung dan menjadi
penggerak aktivitas di bidang ekonomi, sedangkan sektor swasta merupakan objek
sekaligus subjek dari sektor pemerintah ataupun sektor swasta. Hal ini karena di
dalam masyarakatlah terjadi interaksi baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial
budaya. Governance yang dijalankan ketiga domain tersebut tidak sekedar jalan tetapi
harus masuk kategori yang baik (good) perpaduan antara good dan governance
menimbulkan kosakata baru, yaitu good governance yang menjadi populer. 57
Good governance memiliki beberapa karakteristik utama yang akan
menjadikan sebuah organisasi pemerintahan bisa berjalan dengan efektif dan efisien
yang mampu mengantarkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat yang
dipimpinnya.. Kepemerintahan yang memiliki berbagai karakteristik ini tentu akan
responsif terhadap kebutuhan masayrakat di masa sekarang dan masa depan. Berbagai
karakteristik tersebut di antaranya adalah partisipatoris, akuntabel, transparan,
menegakkan hukum, responsif, efektif dan efisien, berorientasikan konsensus, dan
bersifat adil dan inklusif.58
56Syamsuddin Haris, Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Jakarta: LIPI Press, 2007), h. 56.
57Syamsuddin Haris, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, h. 56.
58Muhammad Noor, Memahami Desentralisasi Indonesia (Yogyakarta: Interpena, 2012), h.
98 .
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Prinsip-prinsip good governance pada dasarnya mengandung nilai yang
bersifat objektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolak ukur dan
indikator dan ciri-ciri atau karakteristik penyelenggaraan pemerintahan negara yang
baik. Prinsip-prinsip good governance dalam praktik penyelenggaraan negara
dituangkan dalam tujuh asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip atas asas umum dalam
penyelenggara negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
meliputi sebagai berikut:
1. Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara,
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara, adalah asas yang menjadi landasan
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian
penyelenggaraan negara,
3. Asas Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan
umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan salektif,
4. Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif,
tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memerhatikan perlindungan
atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara,
5. Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara
hak dan kewajiban penyelenggara negara,
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6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,
7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 59
Masyarakat di daerah telah memahami konsep good governance secara politis
ataupun moral akan mendesak pemerintah daerahnya untuk menjalankan prinsip
tersebut. Pada sisi lain, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan
konsep good governance kepada seluruh jajaran pemerintahan karena konsep tersebut
menjadi salah satu ukuran keberhasilan birokrasi pemerintahan.60
Terselenggaranya good governance merupakan prasayat bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta
cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitemate sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna,
bersih, dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.61
59Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi: Dilengkapi Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 dan Perubahan-perubahannya, h. 183-184.
60E. Kosasih Taruna Sepandji, Manejemen Pemerintah Daerah Era Reformasi Menuju
Pembangunan Otonomi Daerah (Bandung: Universal, 2000), h. 20.
61E. Kosasih Taruna Sepandji, Manejemen Pemerintah Daerah Era Reformasi Menuju





A. Bentuk Negara dan Pemerintahan dalam Islam
1. Bentuk Negara Kesatuan
Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari pada beberapa negara,
seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya
ada satu negara tidak ada negara di dalam Negara. Ciri khas dari negara kesatuan
ialah:
1. Adanya supremasi dari Parlemen/Lembaga Perwakilan Rakyat Pusat,
dalam kasus Indonesia adalah MPR.
2. Tidak adanya badan-badan bawahan yang mempunyai kedaulatan.
2. Bentuk Negara Federal
Negara federal adalah negara yang tersusun dari pada beberapa negara yang
semula berdiri sendiri-sendiri dan kemudian negara mengadakan ikatan kerjasama
yang efektif, tetapi di samping itu, negara-negara tersebut masih ingin mempunyai
wewenang-wewenang yang dapat diurus sendiri. Sedangkan ciri khas dari negara
federal ialah :
1. Adanya supremasi dari konstitusi di mana federasi itu terwujud.
2. Adanya pembagian kekuasaan negara-negara federal dan Negara-negara
bagian.
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3. Adanya suatu lembaga yang diberi wewnang untuk menyelesaikan satu
perselisihan anatara pemerintah federal dan pemerintahan negara bagian.
Kalau kita melihat ke belakang ke zaman Rasullullah dan al-Khulafa’ al-
Rāsyidūn jelas tampak bahwa Islam dipraktikan di dalam ketatanegaraan sebagai
Negara kesatuan, diamana kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat, gubernur-
gubernur dan panglima-panglima diangkat serta diberhentikan oleh al-khalīfah, hal
ini berlangsung sampai jatuhnya daulah umāwiyyah di Damaskus. Kemudian timbul
tiga kerajaan besar Islam yang tampaknya terpisah satu sama lain yaitu daulah
‘abbāsīyah di Baghdad, daulah uluwiyyah di Mesir, dan daulah umawiyyah di
Andalusia. Meskipun ketiga pemerintahan itu terpisah akan tetapi kaum muslimin
sebagai umat di mana saja dia berada, bahasa apa saja yang dipakai dan dalam
kebangsaan apa pun dia termasuk, dia tetap mempunyai hak-hak yang sama sebagai
kaum muslimin yang lain. Oleh karena itu, walaupun dunia Islam pada waktu itu
terpecah menjadi tiga pemerintahan akan tetapi kaum muslimin menganggap atau
seharusnya menganggap ketiga-tiganya ada dalam waliyah darul Islam.1
Kenyataan dari negara-negara yang menyatakan dirinya Negara Islam ata juga
Negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim tampak ada usaha-usaha
menggalang solidaritas, kita kenal misalnya Organisasi Islam Asia Afrika, Rabithah
Islami, dan sering dilakasanakan konferensi puncak antara  negaa Islam dan negara-
negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Apabila lembaga-lembaga ini
berkembang dan maju lagi dengan didasari ukhuwah islamiah, maka akan sampai
1H.A. Djazuli, Fiqih Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah (Cet IV; Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h.110-111.
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kepada yang dikehendaki oleh Abdul Kadir Audah yaitu kesatuan arahdan politik
umat Islam.2
Ibnu Khaldun mencoba memberi penjelasan dengan menunjukkan tiga
pemerintahan, yaitu sebagai berikut:
1. Monarki absolut, yaitu pemerintahan yang membawa rakyat umum mentaati
kemauan pereorangan atau sekelompok orang dinamakan “mulkum ṭabi’i”
(pemerintahan raja yang sewenang-wenang),
2. Pemerintah konstitusi, yaitu pemerintahan yang mengajak rakyat umum,
mentaati kehendak pikiran yang sehat pada kepentingan kenegaraan (duniawi)
dan menolak segala kemelaratan. Sekarang dinamakan monarki yang
konstitusional dan pemerintah republik, sedangkan Ibnu Khaldun
menamakannya “mulkun siasiy”
3. Pemerintah khilfah, yaitu mengajak rakyat umum mentaati kehendak agama
untuk kepetingan-kepentingan mereka dalam masalah-masalah keagamaan
(akhirat) dan kenegaraan (duniawi) yang kebaikannya untuk mereka sendiri. 3
Adapun pendapat Ibnu Abi Rabi’ dikutip dalam Munawir Sjadzali,
membagikan beberapa sistem pemerintahan, yaitu sebagai berikut:
1. Monarki, yaitu kerajaan di bawah pimpinan seorang serta penguasa tunggal,
2. Aristokrasi, yaitu kerajaan pemerintahan yang berada di tangan sekelompok
kecil orang-orang pilihan atas dasar keturunan atau kedudukan,
3. Oligarki, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh selompok kecil orang kaya,
2 H.A. Djazuli, Fiqih Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah , h.112.
3Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam (Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001), h. 18.
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4. Demokrasi, yaitu negara diperintah lansung oleh seluruh warga negara.
Namun, dari sekian banyak pemerintahan, Ibnu Abi Arabi’ memilih monarki
atau kerajaan di bawah pimpinan seorang raja. Dia menolak bentuk-bentuk lain
pemerintahan. Alasan utama Ibnu Abi Rabi’ memilih monarki sebagai bentuk
pemerintahan yang terbaik adalah kenyakinannya bahwa dengan banyak kepala,
maka politik negara akan terus kacau dan sukar membangun persatuan.4
B. Sistem Pemerintahan dalam Islam
1. Konsep Pemerintahan dalam Piagam Madinah
Sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw, dan umat Islam, selama
kurang lebih 13 tahun di Mekah, terhitung sejak pengangkatan Muhammad saw,
sebagai Rasul, belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai
suatu wilayah. Umat Islam menjadi satu komunitas yang bebas dan merdeka setelah
pada tahun 622 M hijrah ke Madinah, kota yang sebelumnya disebut Yastrib. Kalau
di Mekkah mereka sebelumnya merupakan umat lemah yang tertindas, di Madinah
mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan
dapa berdiri sendiri.5
Komunitas Islam itu terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari
Mekah (Muhajirin) dan penduduk Madinah yang telah memeluk Islam serta
yang telah mengundang Nabi ke Madinah (Anshar). Di antara penduduk
Madinah terdapat juga komunitas lain, yaitu orang Yahudi dan sisa-sisa
4Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Ed. V; Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1993), h. 46.
5Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jilid. I; Cet. V; Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia, 1985), h. 92.
54
orang Arab yang belum memeluk Islam. Umat Islam di Madinah merupakan
bagian dari masyarakat yang majemuk.6
Tidak lama sesudah hijrah ke Madinah, Muhammad saw membuat suatu
piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh
beberapa macam golongan. Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata
kehidupan bersama di Madinah agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh
penghuninya. Kesatuan hidup yang baru dibentuk itu dipimpin oleh Muhammad saw
sendiri dan menjadi negara yang berdaulat. Dengan demikian di Madinah Nabi
Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul Allah, tetapi juga mempunyai
sifat kepala negara.7
Dalam piagam itu dirumuskan prinsip-prinsip dan dasar-dasar tata kehidupan
bermasyarakat, kelompok-kelompok sosial Madinah, jaminan hak, dan ketetapan
kewajiban. Piagam Madinah itu juga mengandung prinsip kebebasan beragama,
hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan
sebagainya. Insiatif dan usaha Muhammad saw dalam mengorganisir dan
mempersatukan pengikutnya dan golongan lain, menjadi suatu masyarakat yang
teratur, berdiri sendiri, dan berdaulat yang akhirnya menjadi suatu negara di bawah
pimpinan Nabi Muhammad saw, sendiri merupakan praktek siyasah, yakni proses dan
tujuan untuk mencapai tujuan.8
6Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta:
Universitas Indonesia, 1993), h. 10.
7Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian
Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Yang Majemuk (Ed. 1: Cet. II;
Jakarta:Sinar Grafika, 2014), h. 2.
8J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau
dari Pandangan Al-Qur’an (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 5.
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Menurut hasil penelitian J. Suyuthi Pulungan, terdapat empat belas prinsip
yang terdapat dalam piagam Madinah khususnya berhubungan erat dengan
pemerintahan: prinsip umat; prinsip persatuan dan persaudaraan; prinsip persamaan;
prinsip kebebasan; prinsip hubungan antar pemeluk agama; prinsip tolong menolong
dan membela yang teraniaya; prinsip hidup bertetangga; prinsip perdamaian; prinsip
pertanian; prinsip musyawarah; prinsip keadilan; prinsip pelaksanaan hukum; prinsip
kepemimpinan; dan prinsip ketaqwaan, al-amru bil ma’ruf wannahyu ȧni-munkar.9
Prinsip-prinsip pokok Piagam Madinah sebagaimana dicontohkan dan
dipraktekkan oleh Rasulullah saw. merupakan sistem politik dan bentuk
pemerintahan yang harus dipedomani oleh umat Muslim. Sistem tersebut
sesungguhnya merupakan prinsip-prinsip ajaran umum dalam menjalankan roda
pemerintahan. Menyangkut soal mekanisme dan bentuk yang diinginkan umat Islam
dalam konteks kehidupan umat Islam selanjutnya, tidak ada acuan normatif yang
ditetapkan dalam al-Qur’an maupun Hadis.
Hal ini menyebabkan beragamnya sistem maupun bentuk politik umat Islam,
disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks zamannya. Intisari yang tetap dan perlu
diambil dari prinsip umum di atas, dalam menjalankan pemerintahan adalah
,hubungan demokratis antara umat dan negara. Prinsip-prinsip Piagam Madinah yang
sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks kekinian adalah menyangkut
egalitarialisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan prestise
seperti keturunan, kesukuan, ras dan lain-lain), keterbukan partisipasi seluruh anggota
masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan umum, bukan
9J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau
dariPandangan al-Quran, h. 121.
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berdasarkan keturunan.10 Adapun dalam piagam Madinah yang mengungkapkan
persoalan suatu negara, yaitu:
نود ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﺔﻣأ ﻢﻬﻧأسﺎﻨﻟا.
Artinya:
Pasal 1
Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan
kekuasaan) manusia. 11
Pasal 1 Piagam Madinah menyatakan bahwa mukminin-muslimim merupakan
satu ‘ummah (“umat”) yang berbeda dari manusia lain. Kata umat digunakan  untuk
menyebutkan populasi orang-orang yang telah masuk Islam, tanpa melihat suku, asal-
usul, ras, kedudukan sosial, dan sebagainya. Asal sudah masuk Islam, dari manapun
asalnya, seseorang disebut mukmin dan muslim. 12
Dalam al-Qur’an kata ‘ummah dan jamaknya ‘ummah disebutkan sebanyak 64
kali, 52 kali diantaranya disebut dalam bentuk tunggal (mufrad) dan digunakan untuk
berbagai pengertian. Dari jumlah itu, sebagian besar termasuk ke dalam ayat-ayat
Makiyyah. Adapun dalam ayat-ayat Madaniyah hanya 17 kali kata ‘ummah
disebutkan al-Qur’an. Hampir semua kata ‘ummah dalam ayat-ayat Makkiyah berarti
bangsa, bagian dari bangsa atau generasi dalam sejarah. Selain untuk pengertian
tersebut, kata ‘ummah juga bermakna kelompok, agama (tauhid), waktu yang
panjang, kaum, pemimpin, pemimpin, orang-orang kafir, dan manusia seluruhnya.
Menurut Quraish shihab yang dikutip dalam Muhammad Iqbal, dalam kata ‘ummah
10Nurcholish Madjid, Memberdayakan Masyarakat, Menuju Negeri  yang Adil, Terbuka dan
Demokratis (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 7.
11Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian
Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Yang Majemuk, h. 81.
12Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian
Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Yang Majemuk, h. 95.
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terselip makna-makna yang cukup dalam. ‘Ummah mengandung arti gerak dinamis,
arah, waktu, jalan yang jelas serta gaya dan cara hidup. Ini berarti bahwa unuk
menuju suatu arah, harus jalannya, serta harus bergerak maju dengan gaya dan cara
tertentu, pada saat yang sama membutuhkan waktu untuk mencapainya.13
Dari ayat-ayat al-Qur’an dan Piagam Madinah di atas dapat dicatat beberapa
ciri esensi yang menggambarkan ‘ummah (Islam). Pertama, ‘ummah memiliki
kepercayaan kepada Allah swt dan keyakinan kepada Nabi Muhammad saw sebagai
nabi terakhir, memiliki kitab yang satu (al-Qur’an) dan bentuk pengabdian yang satu
kepada Allah swt dan arah kibalat yang satu pula (Ka’bah). Mereka mangikuti Syariat
yang diturunkan Allah swt melalui Nabi Muhammad saw. Pendek kata, anggota
‘ummah diikat oleh Islam. Ini yang membedakan mereka dengan kelompok-
kelompok lainnya.
Kedua, Islam yang memberikan identitas pada ‘ummah mengajarkan
semangat universal. al-Qur’an menjelaskan bahwa manusia seluruhnya adalah sama.
Tidak pada perbedaan manusia atau kelompok dengan manusia atau kelompok
lainnya, kecuali ketakwaan (QS al-Hujurāt/49:13). Karenanya, Islam tidak mengakui
kasta, kelas sosial atau warna kulit sebagai pembeda manusia. Konsekuensinya,
universalitas Islam ini menolak pembatasan-pembatasan umatnya berdasarkan suku,
kelompok komunitas, dan batas-batas wilayah.
Ketiga, karena umat Islam bersifat universal, maka secara alamiah umat Islam
juga bersifat organik. Kesatuan organik ini diikat oleh semangat persaudaraan
seiman, sebagaiman dalam QS al-Hujurāt/49:10. Persaudaraan dalam Islam tidak
13Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah:Kontekstual Doktrin Politik Islam (Cet I;Jakarta:
Prenadamedia Group,2014), h. 208.
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berdasarkan hubungan-hubungan primordial seperti kekeluargaan, darah, dan
keturunan.14
2. Konsep Pemerintahan dari Baldatun Ṭhayyibatun wa Rabbun Gofūrun
Berdasarkan firman Allah swt dalam QS Saba’/34: 15.
                              
        
Terjemahnya :
“Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat
kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri.
(kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan)
Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang
baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".15
Baldatun ṭhayyibatun dalam ayat tersebut diartikan dengan negeri atau daerah
yang baik. Kata baldatun berasal dari kata balad secara bahasa biasa diterjemahkan
dengan tempat sekumpulan manusia hidup. Balad dengan segala perubahannya
terulang dalam al-Qur’an sebanyak 19 kali. Semuanya mengacu kepada tempat atau
wilayah, khususnya Mekkah. Dengan demikan dapat disimpulkan bahwa baldatun
ṭhayyiban berarti tempat atau negeri yang baik.16
Kata (ﺎﺒﺳ) saba’ dapat berarti wilayah / negeri sebagaimana yang ditunjuk oleh
QS an-Naml, dan dapat juga berarti kaum dan itulah yang dimaksud oleh ayat ini .
Kerajaan Saba’ berdiri pada abad VIII SM, pengaruh kekuasaannya mencakup
14Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah:Kontekstual Doktrin Politik Islam, h. 209.
15Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Sinergi
Pustaka Indonesia, 2012), h. 608-609.
16Ali Nurdin, Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur’an,
(Jakarta: Erlangga, 2006), h. 115.
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Ethiopia dan salah satu negeri yang sangat terkenla ketika itu yaitu Ma’rib dengan
bendungannya yang snagat besar. 17
Kata (ﺔّﺒﯿط) ṭhayyibah terambil dari kata (بﺎط ) yaitu sesuatu yang sesuai, baik
dan menyenangkan bagi subyeknya. Negeri yang baik anatara lain adalah yang aman
sentosa, melimpahkan rezekinya dapat diperolehnya secara mudah oleh
penduduknya, serta terjalin pula hubungan harmonis kesatuan dan persatuan antar
anggota masyarakatnya. 18
Firman-Nya : (رﻮﻔﻏ  ّبرو ﺔّﺒﯿط ةﺪﻠﺑ) baldatun ṭhayyibatun wa rabbun gofūrun
atau negeri yang baik dan Tuhan Maha Pengampun, memberi isyarat bahwa satu
masyarakat tidak dapat luput dari dosa dan kedurhakaan. Seandainya tidak demikian,
maka tidaklah ada arti penyebutan kalimat rabbun gofūrun atau Tuhan Maha
Pengampun. 19
Baldatun ṭhayyiban berarti mengacu kepada tempat bukan kepada kumpulan
orang. Namun Ali Nurdin dalam bukunya tetap memasukkan ungkapan tersebut
dalam istilah masyarakat ideal dengan faktor kebahasan sebagai salah satu
pertimbangan utama. Dalam studi bahasa dikenal dengan istilah “makna kolokasi”
artinya beberapa istilah atau kata yang berada dalam lingkungan yang sama. Sebagai
contoh kalau dikatakan, kertas, lem, daftar gaji, komputer, meja, dan kursi maka
bayangannya adalah kantor atau sekolah. Demikian halnya kalau dikatakan tanahnya
17M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), h. 363.
18M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, h. 363.
19M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, h. 363.
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subur, penduduknya makmur serta pemerintahannya adil maka bayangannya adalah
masyarakat ideal. 20
Al-Qur’an tidak menyebut secara tegas tentang kriteria dan gambaran yang
baik (baldah ṭhayyibah), untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap akan diruraikan
secara ringkas tentang kerajaan Saba’.
Kerajaan Saba’ dibangun oleh rajanya yang pertama bernama Saba’ Abd al-
Syam ibnu Yasjub ibnu Ya’rub ibnu Qatan, sekitar tahun 950 SM. Pusat
pemerintahan kerajaan ini adalah kota yang dinamakan sesuai dengan pendirinya
yaitu Saba’. Kerajaan ini sempat mengenyam kemakmuran yang luar biasa
sebagaimana diinformasikan oleh ayat tersebut. Faktor utama yang menyebabkan
kerajaan ini makmur adalah dibangunnya sebuah bendungan yang terkenal dengan
nama bendungan Ma’rib atau A’rim. 21
Bendungan ini dibangun antara dua buah gunung di kota Ma’rib. Selama
dibangun bendungan tersebut, pada saat musim hujan negeri ini selalu dilanda banjir
dan pada saat musim kemarau dilanda kekeringan. Setelah dibangunnya bendungan
tersebut, berubahlah wajah kota Ma’rib khususnya dan negeri Saba’ pada umumnya.
Banyak sekali perkebunan yang bermunculan dan pada gilirannya membawa
kemakmuran bagi negeri tersebut, yang oleh al-Qur’an dinamakan dengan baldan
ṭhayyibah. 22
20Ali Nurdin, Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur’an, h.
116.
21Ali Nurdin, Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur’an, h.
116.
22Ali Nurdin, Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur’an, h.
116-177.
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Di antara pemimpin Saba’ yang diinformasikan oleh al-Qur’an adalah seorang
ratu yang oleh beberapa riwayat yang diperselisihkan kualitasnya (al-Qur’an sendiri
tidak menyebutnya) dikenal dengan nama ratu Bilqīs. Dari kisah ratu inilah dapat
ditelusuri ayat-ayat yang dapat secara lebih rinci. Poin-poin penting yang
menyebabkan Saba’ disebut sebagai negeri yang baik di samping faktor geografis
(adanya bendungan ‘Arim) sebagaimana telah dijelaskan, yaitu: 23
Pertama, musyawarah; hal ini dilihat dari sikap ratu Bilqīs, sebagai penguasa
kerajaan Saba’ yang selalu meminta pendapat terhadap bawahannya apabila ingin
memutuskan suatu persoalan terhadap bawahannya apabila ingin memutuskan suatu
persoalan yang penting. Hal ini dapat dilihat dari penutusan QS an-Naml/27: 32.24
                               
Terjemahnya:
“Dia (Balqis) Berkata: "Hai Para pembesar berilah aku pertimbangan dalam
urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu
berada dalam majelis(ku)”.25
Kedua, anti kekerasan; hal ini bisa dilihat dari tanggapan ratu Bilqīs terhadap
usul yang diajukan bawahannya, untuk mengirim pasukan perang guna menyerang
kerajaan Sulaiman. Usul tersebut ditanggapi dengan menyatakan sebagaimana
dijelaskan dalam QS an-Naml/27: 34. 26
23Ali Nurdin, Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur’an, h.
117.
24Ali Nurdin, Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur’an, h.
117.
25Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 534.
26Ali Nurdin, Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur’an, h.
117.
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                                      

Terjemahnya:
“Dia (Balqis) berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu
negeri, mereka tentu membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang
mulia Jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat”. 27
Dari pernyataan tersebut dilihat jelas bahwa ratu ini sangat anti kekerasan.
Dan hal tersebut merupakan salah satu ciri kepemimpian dalam masyarakat yang
ideal, di samping musyawarah sebagaimana disebut. 28
Adapun istilah “baldatun ṭhayyibatun wa rabbun gofūrun” negara yang aman
makmur denagn ampunan Tuhan), tidak pernah dijumpai dalam istilah politik zaman
Islam pertama. Isitilah tersebut berasal dari firman Allah swt yang menceritakan
bangsa Saba’ di masa lampau. Mereka hidup dalam kenikmatan dan kemakmuran,
aman dan sentosa, berkat keteguhan mereka beragama dan bernegara. Meskipun pada
mulanya ayat tersebut tidak mengandung arti politis, tetapi di dalamnya tersimpan
pengertian ideologis yang penting yaitu cita-cita kemasyarakatan Islam. Dalam al-
Qur’an kita menemukan kata “baldatun” dan “balad” yang mengandung cita-cita. 29.
Adapun dalam Hadis Nabi Muhammad saw tentang membahas soal amanah
pemimpin dari rakyatnya.
27Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 534.
28Ali Nurdin, Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur’an, h.
118.
29Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam, h. 13-14.
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 َلَﺎﻗ ِﻦَﺴَْﳊا ْﻦَﻋ ِﺐَﻬْﺷَْﻷا ُﻮَﺑأ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ َخوﱡﺮَـﻓ ُﻦْﺑ ُنﺎَﺒْﻴَﺷ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ِﻪِﺿَﺮَﻣ ِﰲ ﱠِﱐﺰُﻤْﻟا ٍرﺎَﺴَﻳ َﻦْﺑ َﻞِﻘْﻌَﻣ ٍدَﺎِﻳز ُﻦْﺑ ِﻪﱠﻠﻟا ُﺪْﻴَـﺒُﻋ َدﺎَﻋ
 ﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ِلﻮُﺳَر ْﻦِﻣ ُﻪُﺘْﻌ َِﲰ ًﺎﺜﻳِﺪَﺣ َﻚُﺛ ﱢﺪَُﳏ ﱢﱐِإ ٌﻞِﻘْﻌَﻣ َلَﺎﻗ ِﻪﻴِﻓ َتﺎَﻣ يِﺬﱠﻟا ﺎَﻣ ًةﺎَﻴَﺣ ِﱄ ﱠَنأ ُﺖْﻤِﻠَﻋ ْﻮَﻟ َﻢ
 ُﺘْـﺛ ﱠﺪَﺣ ٍﺪْﺒَﻋ ْﻦِﻣ ﺎَﻣ ُلﻮُﻘَـﻳ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر ُﺖْﻌ َِﲰ ﱢﱐِإ َﻚ ًﺔﱠﻴِﻋَر ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪﻴِﻋْﺮَـﺘْﺴَﻳ ﱞشﺎَﻏ َﻮُﻫَو ُتُﻮَﳝ َمْﻮَـﻳ ُتُﻮَﳝ
.َﺔﱠَﻨْﳉا ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا َمﱠﺮَﺣ ﱠﻻِإ ِﻪِﺘﱠﻴِﻋَﺮِﻟ30
Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farukh telah menceritakan
kepada kami Abu al-Asyhab dari al-Hasan dia berkata, "Ubaidullah bin Ziyad
mengunjungi Ma'qil bin Yasar al-Muzani yang sedang sakit dan menyebabkan
kematiannya. Ma'qil lalu berkata, 'Sungguh, aku ingin menceritakan
kepadamu sebuah hadits yang aku pernah mendengarnya dari Rasulullah saw.
sekiranya aku mengetahui bahwa aku (masih) memiliki kehidupan, niscaya
aku tidak akan menceritakannya. Sesunguhnya aku mendengar Rasulullah
saw. bersabda: Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin
rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah
mengharamkan surga atasnya'.
Hadis diatas memberikan pengertian bahwa Allah swt memberikan peringatan
kepada seseorang yang tidak menegakkan keadilan dan seseorang yang tidak berlaku
jujur maka Allah swt tidak akan menyiapkan baginya tempat disurga. Kejujuran
adalah modal yang paling mendasar dalam sebuah kepemimpinan. Tanpa kejujuran,
kepemimpinan ibarat bangunan tanpa fondasi, dari luar nampak megah namun di
dalamnya rapuh dan tak bisa bertahan lama. Begitu pula dengan kepemimpinan, bila
tidak didasarkan atas kejujuran orang-orang yang terlibat di dalamnya, maka jangan
harap kepemimpinan itu akan berjalan dengan baik.
Namun kejujuran di sini tidak bisa hanya mengandalakan pada satu orang
saja, kepada pemimpin saja misalkan. Akan tetapi semua komponen yang terlibat di
dalamnya, baik itu pemimpinnya, pembantunya, staf-stafnya, hingga struktur yang
paling bawah dalam kepemimpnan ini, semisal tukang sapunya, harus menjunjung
30Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusairi al-Naisaburi, al-Musnad al-Sahih al-
Mukhtasir Binaqli al-‘Adl  Sahih Muslim, Juz 1 (Beirut: Dar Ihya al-Turasi al-‘Arabi), h. 125.
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tinggi nilai-nilai kejujuran. Hal itu karena tidak sedikit dalam sebuah kepemimpinan,
atau sebuah organisasi, terdapat pihak yang jujur namun juga terdapat pihak yang
tidak jujur. Bila pemimpinnya jujur namun staf-stafnya tidak jujur, maka
kepemimpinan itu juga akan rapuh. Begitu pula sebaliknya.
Secara garis besar, yang sangat ditekankan dalam hadis ini adalah seorang
pemimpin harus memberikan suri tauladan yang baik kepada pihak-pihak yang
dipimpinnya. Suri tauladan ini tentunya harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan-
kebijakan atau keputusan-keputusan pemimpin yang tidak menipu dan melukai hati
rakyatnya. Pemimpin yang menipu dan melukai hati rakyat, dalam hadis ini
disebutkan, diharamkan oleh allah untuk mengninjakkan kaki si sorga. Meski
hukuman ini nampak kurang kejam, karena hanya hukuman di akhirat dan tidak
menyertakan hukuman di dunia, namun sebenarnya hukuman “haram masuk sorga”
ini mencerminkan betapa murkanya allah terhadap pemimpin yang tidak jujur dan
suka menipu rakayat.
Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin adalah orang yang diberi amanat
oleh Allah swt, untuk memimpin rakyat, yang di akhirat kelak akan diminta
pertanggungjawabannya oleh Allah swt. Oleh karena itu, seorang pemimpin
hendaknya jangan menggangap dirinya sebagai manusia super yang bebas dan
berbuat dan memerintah apa saja kepada rakyatnya. Akan tetapi, sebaliknya ia harus
memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Adapun Hadis
Nabi Muhammad saw tentang amanah seorang pemimpin.31
31Muh. Rusdi, Hadits Tarbawi I (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 144.
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BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP OTONOMI DAERAH DI
INDONESIA DAN ISLAM
A. Konsep Otonomi Daerah di Indonesia
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari
satu dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di
Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan
otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem
pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap
kehidupan masyarakat di berbagai bidang.
Dalam konsep otonomi daerah posisi pemerintah dan masyarakat di suatu
daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di
daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah
terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah
pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing.
Gagasan pelaksanaan otonomi daerah adalah gagasan yang luar biasa yang
menjanjikan berbagai kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
Namun dalam realitasnya gagasan tersebut berjalan tidak sesuai dengan apa yang
dibayangkan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada gilirannya harus
berhadapan dengan sejumlah tantangan yang berat untuk mewujudkan cita-citanya.
Tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut datang dari berbagai aspek
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kehidupan masyarakat. Diantaranya adalah tantangan di bidang hukum dan sosial
budaya.
Adapun hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan otonomi daerah, penulis memberikan gambaran ada tiga bidang
yaitu:
1. Hubungan pusat dan daerah dalam bidang kewenangan
Hubungan dalam bidang kewenangan berkaitan dengan cara pembagian
urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga
daerah. Cara penentuan ini mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas dan otonomi
luas. Digolongkan sebagai otonomi luas, apabila memenuhi ketentuan sebagai
berikut.1
Pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan
pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem
supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa sehingga daerah otonom
kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan
mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat
dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli
daerah yang membatasi ruang gerak otonomi daerah.2
Dalam penyelenggaraan otonomi luas, urusan pemerintahan yang diserahkan
kepada daerah jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan urusan pemerintahan
1Bagir Manan, Menyonsong Fajar Otonomi Daerah (Jakarta: Fakultas Hukum UII, 2002), h.
38.
2Bagir Manan, Menyonsong Fajar Otonomi Daerah , h. 38.
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yang tetap menjadi wewenang pemerintah pusat. Otonomi luas, bisa bertolak dari
prinsip; semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga
daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat, sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Penjelasan umum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah dalam
bidang berikut penjelasannya:3
a. Politik Luar Negeri, misalnya mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk
warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan
kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan
kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya.
b. Pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata,
menyataakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagaian wilayah
negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem
pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib
militer, bela negara bagi setiap warga  negara, dan sebagainya.
c. Yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan
jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan
kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.
3Tim Redaksi, Penjelasan Umum Pasal 10 Ayat (1) dalam Undang-Undang Pemerintahan
Daerah dan Perubahannya: Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 2 Tahun
2015, dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 282.
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d. Moneter dan fiskal nasional, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai
mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang
dan sebagainya.
e. Keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara,
menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok
atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan
sebagainya.
f. Agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara
nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama,
menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan
sebagainya. Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaran kegiatan-
kegiatan keagaman sebagai supaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam
menumbuhkan kembangkan kehidupan beragam, misalnya penyelenggaraan
Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), pengembangan bidang pendidikan
keagamaan, dan sebagainya.4
Selain keenam urusan tersebut merupakan wewenang pemerintah daerah.
Dengan demikian, urusan yang dimiliki oleh pemerintah daerah menjadi tidak
terbatas. Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang sekira-kiranya mampu dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan
memiliki potensi untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.5
4Tim Redaksi, Penjelasan Umum Pasal 10 Ayat (1) dalam Undang-Undang Pemerintahan
Daerah dan Perubahannya: Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 2 Tahun
2015, dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, h. 283.
5Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara
Lansung (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 17.
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Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan
Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-
luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan
pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah.6
Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara
bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren.Urusan
pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan
dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional,
yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar
tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan
pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan
Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat
konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.7
6Fakhtul Muin, Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-
Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Januari-
Maret 2014, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng  Tirtasaya Serang, h. 73.
7Fakhtul Muin, Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-
Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah, h. 73.
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Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren
tersebut secara proporsional antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan
pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Penggunaan
ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan
mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan
pemerintahan.8
2. Hubungan Pusat dan Daerah dalam Bidang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan prinsip
permusyawaratan yang dilakukan oleh masyarakat daerahnya sehingga prinsip
demokratisasi harus dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal
ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) yang
menyebutkan:
“Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom”.9
Sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam negara kesatuan dapat
dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut:
8Fakhtul Muin, Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-
Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah, h. 74.
9Tim Redaksi, Pasal 1 Ayat (2) dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan
Perubahannya: Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 2 Tahun 2015, dan
Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, h. 34.
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a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu segala sesuatu dalam negara
itu langsung dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah hanya
tingggal melaksanakannya saja,
b. Negara kesatuan dengan sistem desantralisasi, yaitu daerah diberi kesempatan
dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
(otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom.10
Penyelenggaraan pemerintah di daerah berprinsip pada asas desentralisasi,
asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.11Penjelasannya terdapat dalam Pasal 1
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yaitu
Pasal 1
Ayat (7)
Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat
kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
Ayat (8)
Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan
Bupati/Wali Kota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum.
Ayat (10)
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom
untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah
kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah provinsi.12
10Riwu Kaho, Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia (Jakarta:
Rineka Cipta, 1990), h. 3.
11Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentrlisasi: Dilengkapi Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya, h. 151.
12Tim Redaksi, Pasal 1 Ayat (2) dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan
Perubahannya: Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 2 Tahun 2015, dan
Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, h. 34-35.
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Seiring dengan pemberlakuan asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah
tersebut, sebagai kepala negara kesatuan, pemerintah memberlakukan sistem
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dalam
rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.13
Pembinaan dan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Bab XIX Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tujuannya adalah menjaga keutuhan Negara
Republik Indonesia karena tidak menutup kemungkinan dengan diberikannya
keleluasaan dan kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahannya
(desentralisasi), daerah dengan kewenangan sendiri menyelenggarakan pemerintahan
tanpa memperhatikan keperluan (keutuhan) Negara Kesatuan Republik Indonesia
(pemerintah pusat) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar
1945.14
Hal ini tentunya menimbulkan tuntutan-tuntutan yang bersifat memperlemah
kesatuan dan persatuan bangsa, seperti tuntutan atas pengalihan sumber-sumber
pendapatan negaram bahkan tuntutan bentuk pemisahan diri dari negara di luar sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.15
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
memberikan beberapa tugas pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah, yaitu:
13Irawan Soejito, Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
(Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 9.
14Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentrlisasi: Dilengkapi Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya, h. 152.










1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.
3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
nasional dikoordinasikan oleh Menteri.16
Paragraf 2
Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
Pasal 374
1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri,
menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum, meliputi:
a) Pembagian Urusan Pemerintahan;
b) Kelembagaan Daerah;
c) Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
d) Keuangan Daerah;
e) Pembangunan Daerah;
f) Pelayanan publik di Daerah
g) Kerja sama Daerah;
h) Kebijakan Daerah;
i) Kepala Daerah dan DPRD; dan
j) Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
3) Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan
pembinaan yang bersifat teknis terhadap teknis penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah Provinsi.
16Tim Redaksi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya: Dari Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang No. 9 Tahun
2015, h. 252.
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4) Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan
pelatihan serta penelitian dan pengembangan.17
Paragraf 3
Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 375
1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan PemerintahanDaerah kabupaten/kota
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat.
3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang
bersifat umum dan bersifat teknis.
4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang
bersifat umum meliputi:
a) Pembagian Urusan Pemerintahan;
b) Kelembagaan Daerah;
c) Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
d) Keuangan Daerah;
e) Pembangunan Daerah;
f) Pelayanan publik di Daerah
g) Kerja sama Daerah;
h) Kebijakan Daerah;
i) Kepala daerah dan DPRD; dan
j) Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
5) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukanpembinaan yang bersifat
teknis terhadap teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan
ke Daerah kabupaten/kota.
6) Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi,
pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam kebijakan
yang terkait dengan Otonomi Daerah.
7) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mampu
melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah
17Tim Redaksi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya: Dari Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang No. 9 Tahun
2015, h. 253.
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Pusat melaksanakan pembinaan kepada Daerah Kabupaten/Kota dengan
berkoordinasi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.18
Sedangkan, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah mengatur pula tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
yaitu:
Paragraf 5
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
Pasal 377
1) Menteri melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi.
2) Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melaksanakan
pengawasan teknisterhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi
sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan berkoordinasi dengan
Menteri.
3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) dilaksanakan
oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan
kewenangannya.19
Paragraf 6
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota
Pasal 378
1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan
pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.
2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur
sebagai wakil PemerintahPusat.
3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mampu
melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur
18Tim Redaksi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya: Dari Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang No. 9 Tahun
2015, h. 254-255.
19Tim Redaksi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya: Dari Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang No. 9 Tahun
2015, h. 256.
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sebagai wakil Pemerintah Pusat meminta bantuan untuk melaksanakan
pengawasan kepada Pemerintah Pusat.20
3. Hubungan pusat dan daerah dalam bidang keuangan
Hubungan keuangan antara pusat dan daerah sangat menentukan kemandirian
otonomi, akan tetapi, yang umum dipersoalkan adalah terbatasnya jumlah uang yang
dimiliki daerah dibandingkan dengan yang dimiliki pusat. Dari berbagai kenyataan
mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah, ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan.21
Berdasarkan Pasal 279 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, hubungan bidang keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah meliputi:
Pasal 279
1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk
membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau
ditugaskan kepada Daerah.
2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang
diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a) Pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi
daerah;
b) pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah;
c) Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan
Daerah tertentu yang ditetapkandalam Undang-Undang; dan
d) pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat,dan insentif (fiskal).
3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
20Tim Redaksi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya: Dari Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang No. 9 Tahun
2015, h. 256.
21Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentrlisasi: Dilengkapi Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya, h. 156.
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dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan
sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuanganantara Pemerintah Pusat
dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Undang-Undang.22
Karena anggaran daerah merupakan realisasi kebijakan fiskal, dan kebijakan
ini termasuk dari bagian kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan, kebijakan
penganggaran daerah harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Pengumpulan dan
penggunaan dana harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Pendapat pemerintah daerah harus selalu meningkat, sedangkan pengeluaran harus
dilakukan seeifisien mungkin. Seluruh proses anggaran harus terkoordinasi dengan
rapi sehingga mampu membiayai pembangunan (di samping mempunyai kebutuhan
rutin). Fungsi pengeluaran adalah mengalokasikan dana-dana kepada badan-badan
pemerintah daerah sehemat mungkin. Untuk itu dilakukan supervisi dengan ketat dan
pengendalian terhadap penggunaan dana sehingga sumber-sumber dana daerah dapat
dimanfaatkan dengan baik.23Berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas:
Pasal 285
1. Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
a. Pendapatan asli Daerah meliputi:
1) Pajak daerah;
2) Retribusi daerah;
3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yangdipisahkan; dan
4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
22Tim Redaksi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya: Dari Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang No. 9 Tahun
2015, h. 198-199.
23Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang
Luar Negeri, h. 85.
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2. Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b meliputi:
a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
1) Dana perimbangan;
2) Dana otonomi khusus;
3) Dana keistimewaan; dan
4) Dana Desa.
b. Transfer antar-Daerah terdiri atas:
1) Pendapatan bagi hasil; dan
2) Bantuan keuangan.24
Hubungan pemerintah pusat dan daerah bukanlah permasalahan yang baru di
Indonesia akan tetapi problem masa lalu yang hingga saat ini belum terselesaikan,
meskipun waktu yang lebih dari cukup telah terlewati akan tetapi bukan berarti tidak
ada usaha sama sekali dalam menangani masalah tersebut. Telah banyak usaha yang
dilakukan pemerintah, namun sampai saat ini belum kunjung terselasaikan,
permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah telah banyak Undang-
Undang yang mengatur sampai saat ini ternyata tidak kunjung terselesaikan juga,
pemerintahan yang sentralistik maupun pemerintahan yang demokratis telah di
praktekkan di negara ini yang tentunya melahirkan berbagai pandangan dan penilaian
masing-masing.
Kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini yang terkait dengan pelaksanaan
otonomi daerah adalah sebuah permasalahan yang cukup serius, setidaknya ada
beberapa motif yang melatarbelakangi seperti, keterjangkauan, efisiensi (hal yang
strategis) keamanan dan ekonomi. Dalam implementasi otonomi daerah setidaknya
harus memperhatikan persoalan keterjangkauan, terutama dari segi pelayanan
terhadap masyarakat yang terkait pada persoalan wilayah dan tata letak, persoalan
24Tim Redaksi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya: Dari Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang No. 9 Tahun
2015, h. 202.
79
efisiensi yang terkait dengan persoalan biaya jarak. Hal tersebut yang harus mendapat
perhatian besar dalam pelaksanaan otonomi daerah disamping dua hal yang strategis
keamanan dan ekonomi yang juga harus mendapat perhatian. Disamping hal tersebut,
Indonesia juga harus memikirkan hal yang strategis terutama pemerintah yang ada di
pusat, dimana yang terjadi saat ini pemerintah pusat yang memiliki urusan yang
terlalu banyak sehingga tidak satupun yang terselesaikan dengan baik, pusat
mengurus sampai pada urusan yang bersifat tekhnis yang ada di daerah, pemerintah
seharusnya memikirkan yang strategis dan terfokus.
B. Konsep Otonomi Daerah dalam Perspektif Hukum Islam
Prinsip demokrasi yang dipegang teguh oleh negara Islam, tergambar juga
dalam susunan pemerintahan daerah khususnya, dan bentuk negara umumnya. Sifat-
sifat otonomi dan pemerintahan berdiri sendiri, berlaku sepenuhnya dari pusat sampai
ke daerah-daerah terjauh. Pemerintah daerah dalam negara Islam, dinamakan
wilayah, dan jabatan yang memimpin pemerintahan itu dinamakan al-‘imārah. Oleh
sebab itu, kata sering wilayah dipakai pada luas daerah, misalnya dalam istilah
sekarang Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Sedangkan al-‘imārāh
digunakan untuk pejabat seperti Gubernur untuk wilayah Provinsi, walikota untuk
kotapraja (kotamadya), bupati untuk Kabupaten.25
Dalam urusan jabatan ini, digunakan beberapa nama yang menggambarkan
hak-hak dan tugas yang dimiliki dan dipikul oleh seorang kepala daerah yang
memimpin wilayahnya. Adapun istilah-istilahnya yaitu:
1. “Al-‘Āmil” yang hampir dapat diartikan  “pegawai” (bekerja untuk daerah),
25Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam(Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001), h.178.
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2. “Al-Walī” yang hampir dapat diartikan “kepala daerah” (memiliki
tanggungjawab sendiri),
3. “Al-Amīr” yang bisa diartikan “kepala daerah otonomi” (memiliki berdiri
sendiri), dan
4. “Al-Sultān” yang boleh diartikan “kepala negara bagian” (wilayahnya
merupakan negara dalam lingkungan Negara Islam).26
Dari beberapa istilah tersebut, berdirilah khilafah sebagai kepala negara Islam,
yang kekuasaanya meliputi seluruh wilayah negara. Inilah gambaran ringkas tentang
istilah yang dipakai negara Islam dalam menyusun organisasi pemerintahan daerah.
Pemakaian beberapa sebutan kepala daerah dalam tingkatan yang bermacam,
menggambarkan isi otonomi dan hak demokrasi, status pemerintah daerah.
Tingkatan-tingkatan jabatan, dari al-‘amīl kepada al-walī, al-amīr, dan al-Sulātn,
seperti tingkat lurah, Bupati, dan Gubernur yang memiliki wilayah kekuasaannya,
tetapi tingkatan-tingkatannya berkaitan erat pada isi otonomi yang diberikan.27
Misalnya seorang al-‘amīl bisa diberi tugas menjadi pembesar untuk suatu
daerah yang luas wilayahnya seperti desa (kepala desa), dan bisa juga memimpin
suatu daerah yang luas wilayahnya sama dengan kabupaten atau provinsi, tetapi hak
dan tugasnya hanya sebagai pegawai yang menjalankan perintah dari atasan.
Al-Walī juga bisa menjadi kepala suatu daerah, desa, kabupaten atau provinsi,
tetapi dengan hak dan tugas yang lebih besar, yaitu memiliki hak otonomi untuk
26Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam, h. 178.
27Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam, h. 178.
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daerahnya. Begitu juga dengan al-amīr,  yang mempunyak hak otonomi lebih luas,
dan al-Sulātn yang otonominya termasuk memimpin negara bagian.28
Adapun wilayah negara Islam dengan pimpinan pemerintahannya, “al-
imarāh”, pada umumnya terbagi menjadi dua bagian: yaitu:
1. Al- Wilāyah al- Khāṣah
Al- Wilāyah al- Khāṣah dengan pimpinan pemerintahannya “al-imarāh”, yaitu
daerah administratif yang dipimpin oleh seseorang pembesar yang dinamakan “al-
‘āmil”. Wilayah ini tidak mempunyai hak-hak otonomi, tidak mempunyai ūli al-amri
untuk daerahnya, dan tidak pula berhak mengatur pemerintahan sendiri, baik melalui
organisasi maupun formasinya. Terhadap pimpinan wilayah administratif, negara
Islam selamanya memakai sistem “kollegial”, artinya pembesar yang memimpin
harus terdiri dari beberapa orang yang satu sama lain harus bekerja sama, dan mereka
bersama-sama bertanggungjawab langsung kepada pemerintah pusat. Dengan
demikian, prinsip musyawarah tetap dilaksanakan walaupun prinsip “ūli al-amri”
tidak dapat diwujudkan karena tidak ada dewan-dewan perwakilan.
2. Al- Wilāyah al-‘Āmmah
Al- Wilāyah al-‘āmmah dengan pimpinan pemerintahannya yang dinamakan
“al-imārah al-‘āmmah”yaitu pemerintahan daerah otonomi yang berhak mengatur
sendiri. Di daerah-daerah ini terdapat pemerintahan yang lengkap, prinsip
musyawarah dilaksanakan sebaik-baiknya, dan ada ūli al-amri yang menjadi isi
demokrasi Islam. Di samping kepala daerah ada perwakilan yang mengatur dan
mengurus urusan daerahnya berhak mengeluarkan aturan-aturan yang tidak
28Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam, h. 178.
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bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan umum dari pusat.
Kepala daerah yang memimpin pemerintahan daerah ini bisa disebut “al-walī”, bisa
disebut juga “al-amīr”, dan bisa juga “al-sultān”, sesuai besar kecilnya hak-hak
otonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut.29
Di zaman pertama, zaman Nabi Muhammad saw, pada umumnya masih
berlaku bagian yang pertama, yaitu Wilayah al-Khāṣah dengan pimpinan
pemerintahannya al-imārah al-khāṣah. Dalam waktu singkat, tidak kurang dari 10
daerah negara telah dibentuk dan berpusat di Ibu Kota Madinah. Sedangkan, kepala-
kepala daerahnya baru berpangkat al-‘amīl. Nama-nama daerah dan kepala daerah
tersebut adalah:
a. Wilayah Yaman, kepala daerahnya Bazan bin Sassan (asal Bangsa Persi).
Setelah dia meninggal, digantikan oleh puteranya, Syahar bin Bazan,
kemudian digantikan oleh Khalid bin Said,
b. Wilayah Kindah dan Sadaf, kepala daerahnya Muhajir bin Umayyah,
c. Wilayah Hadramaut, kepaa daerahnya ziad bin Lubaid,
d. Wilayah Zubaid dan Aden, kepala daerahnya Abu Musa Asy’ari,
e. Wilāyah Jundi, kepala daerahnya Mu’az bin Jabal,
f. Wilayah Najran, kepala daerahnya Abu Sufyan bin Harb,
g. Wilayah Taima’, kepala daerahnya yazid bin Abi Sufyan,
h. Wilayah Kotapraja Mekah, walikotanya Attab bin Asid,
i. Wilayah Akhmus, kepala daerahnya Ali bin Abi Thalib, dan
j. Wilayah Oman, kepala daerahnya Amru bin ‘Ash.30
29Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam, h. 178-179.
30Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam, h. 180.
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Kepala-kepala daerah tersebut barulah berpangkat al-‘amīl, karena
wilayahnya belum termasuk daerah otonom yang memiliki hak berdiri sendiri. Hanya
satu daerah yang dapat diakui sebagai daerah otonom, yaitu ibu kota negara, Madinah
al-Munawwarah, dan walikotanya disebut “al-amīr”. Jabatan walikota itu pernah
diserahkan Abu Dujanah as-Saidi bin ‘Urfathah. Di wilayah ini prinsip musyawarah
dan ūli al-amri dilaksanakan sepenuhnya, sudah ada dengan perwakilan, dan
memiliki perangkat pemerintahan lengkap.31
Dasar demokrasi berkembang dengan cepatnya. Dari al-imārah al- khāṣah,
yang belum mempunyai dewan-dewan perwakilan dan masih merupakan daerah
administratif, berubah menjadi “al-imārah al-‘āmmah”, yang merupakan suatu
daerah otonomi yang lengkap. Sudah memilki daerah tertentu yang dinamakan
wilayah “al-‘āmmah”, dipimpin oleh seseorang kepala daerah yang dinamakan “al-
walī ”, dan memiliki badan-badan kekuasaan negara.
Pembangun utama pemerintahan daerah otonomi yang terkenal adalah “Umar
bin Khattab”, khalifah kedua dan demokrat Islam terbesar. Beliau telah mewujudkan
prinsip-prinsip musyawarah dan ūli al-amri yang diajarkan Islam dalam
pemerintahan daerah otonomi yang memiliki hak-hak penuh untuk mengatur
daerahnya. Disamping hak otonomi, daerah juga diberi hak melaksanakan peraturan-
peraturan dan instruksi dari pemerintah pusat.32
Wilayah negara Islam yang di zaman nabi Muhammad saw dibagi menjadi 10
daerah, di zaman khalifah Abu Bakar ditambah menjadi 12 daerah administratif,
31Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam, h. 180.
32Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam, h. 181.
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maka di zaman khalifah Umar bin Khattab jumlahnya diperkecil, tetapi dengan isi
lebih luas, yakni menjadi daerah-daerah otonomi yang memiliki badan-badan
kekuasaan lengkap. Mulai dari al-imārah al- khāṣah yang bersifat kollegial,
meningkat menjadi wilayah “al-‘āmmah yang memiliki hak-hak otonomi dan hak
melaksanakan peraturan-peraturan.33
Imam Mawardi dalam bukunya, al-Ahkam al-Suṭaniyah, yang dikutip oleh
Zainal Abidin Ahmad, menggambarkan pemerintahan otonomi telah mencapai
tingkat paling tinggi, terbagi dua macam, yaitu:
1. Al-Imārah al-Istikfā’, yakni daerah-daerah otonomi yang memiliki badan-
badan kekuasaan lengkap untuk wilayahnya, baik eksekutif maupun legislatif
dan kehakiman. Daerahnya dipimpin oleh seseorang kepala daerah dinamakan
“al-walī”
2. Al-Imārah al-Istilā’, yakni negara-negara bagian yang memiliki status dan
kekuasaan lebih besar. Tingkatan ini dibagi menjadi dua macam:
a. Negara-negara bagian biasa, memiliki pembagian kekuasaan antara daerah
dengan pusat. Dipimpin oleh seorang kepala negara bagian yang
dinamakan “al-amīr ”,
b. Negara-negara bagian istimewa, mempunyai hak-hak kekuasaan, dalam
dan luar negara. Dipimpin oleh seseorang kepala negara bagian yang
dinamakan “al-sultān”.34
33Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam, h. 181.
34Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam, h. 182.
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Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan
pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi, dan keanekaragaman daerah.
Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan,
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
dilaksanakan secara adil dan selaras.35 Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam
QS Saba’/34:15.
                              
        
Terjemahnya :
“Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat
kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri.
(kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan)
Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang
baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".36
Al-Qur’an diturunkan oleh Allah swt kepada Rasul-nya supaya menjadi dalil
(al-hujjah) baginya, dan menjadi Undang-Undang (al-dustūr). Allah swt berfirman
dalam QS al-Jāṡiyah/45: 18.
                           
35M. Makhfudz, Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jurnal Hukum Vol. 3 No.2,
Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, h. 381.
36Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Sinergi
Pustaka Indonesia, 2012), h. 608-609.
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Terjemahnya:
“Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan)
dari agama itu, Maka ikutilah' (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan
orang yang tidak Mengetahui”.37
Kata ( ّﻢﺛ) ṡumma / kemudian sebagaiman penulis isyaratkan tersebut
menunjukkan betapa pentingnya uraian yang akan dibicarakan. Kepentingan itu
bukan saja karena syariat yang dibicarakan ini yakni yang dianugerahkan kepada
Nabi Muhammad saw. Lebih sempurana dari pada syariat sebelumnya, tetapi juga
karena dia adalah syariat terakhir yang diturunkan untuk umat manusia. Disamping
itu ia mengesankan jarak waktu yang cukup lama antara pemberian kepada Nabi
Musa as. dan pemberian-Nya kepada Nabi Muhammad saw.
Kata ( ﺔﻌﯾﺮﺷ ) syariāh / syariat pada mulanya berarti jalan menuju sumber air.
Ajaran agama dinamai syariat karena ia adalah jalan untuk meraih hidup ruhani,
sebagaimana air merupakan sumber kehidupan jasmani.
Firman- Nya : (  ّﻢﺜﻛﺎﻨﻠﻌﺠﯩﻠﻋﺔﻌﻳﺮﺸﻨﻣﺮﻣﻻا ) ṡumma ja’ alnaka ‘alnāka ‘alā sari’atin
mināl amr / kemudian Kami menjadikanmu berada di atas suatu syariat menyangkut
urusan ( agama ) mengesankan bahwa syariat yang diberikan oleh Allah kepada
Muhammad saw. memiliki ciri yang berbeda dengan syariat yeng diberikan kepada
Musa. Memang, ajaran Nabi Musa as, terasa keras dan gersang sesuai dengan watak
umat Nabi Musa yang materialistis, sedangkan ajaran islam bercirikan moderasi dan
umatnya dalam adalah al-‘ummātan wasaṭān yang antara lain bermakna :
Pertengahan dalam pandangannya tentang kehidupan dunia ini. Tidak mengingkari
dan menilainya maya, tetapi tidak juga berpandangan bahwa hidup duniawi adalah
segalanya. Disamping ada dunia, ada juga akhirat. Manusia tidak boleh tenggelam
37Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 720.
87
dalam materalisme, tidak juga membumbung tinggi dalam spiritualisme, ketika
pandangannya mengarah ke langit, kakinya harus tetap berpijak dibumi.38
Di antara para ulama yang telah menjabarkan falsafah kenegaraan Islam ini
antara lain al-Imām al-Akbar Mahmūd Syalṭut, beliau merumuskan asasūd daūlāh fil
Islam, sebagai berikut:
1. Al-Ukhuwah al-Dīniyah
Dasar dari ukhuwah ini seperti dinyatakan al-Qur’an dan Hadis Nabi
Muhammad  saw dan jelas persaudaraan imam ini melampaui hubungan-hubungan
lainnya yang dituntut dari seorang muslim susah dan memberikan pertolongannya.
2. Al-Takaful al-Ijtimā’i
Al-Takaful al-Ijtimā’i ini merupakan konsekuensi logis dari ukhuwah al-
Dīniyah, al-Takaful al-Ijtimā’i ini mempunyai dua jurusan, jurusan pertama bersifat
material, disini letaknya zakat dan infak, jurusan kedua bersifat immaterial dan di sini
letaknya al-‘amru bil ma’ruf wannahyu ȧni- mun’kar, nasehat-nasehat, pendidikan,
hal ini erat hubungannya dengan nash al-Qur’an (QS āli-Imrān/3: 104 dan QS at-
Taubah/9: 71),
3. Asy-Syūrā
Musyawarah ini adalah dasar pemerintahan yang baik, bahkan di dalam al-
Qur’an sendiri ada salah satu syarat disebut dengan QS asy-Syūrā/42: 38. Juga di
dalam ayat lain yaitu QS āli-Imrān/3: 59. Musyawarah ini juga telah dilakukan baik
pada masa Rasulullah saw maupun para sahabat dan dasar dari musyawarah ini
38M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an (Vokume
13; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 47-48.
88
adalah jaminan kebebasan sempurna di dalam menyatakan pendapat selama tidak
menyinggung dari pokok-pokok akidah dan ibadah. Oleh karena itu, jelas bahwa
nepotisme adalah tidak sesuai dengan Islam.
4. Al-‘Adl
Baik di dalam ayat-ayat Makkiyah maupun Madaniyah mendapatkan kata-
kata keadilan dan sebaliknya baik di dalam ayat-ayat Makiyah maupun Madaniyah
mendapatkan pula kata-kata lawan dari kata keadilan ini yaitu kezaliman. Jelas adil
ini bersifat umum di samping menerima keadilan yang bersifat khusus, misalnya di
bidang perkawinan (QS an-Nisā/2: 2 dan 3), di bidang janji (utang-piutang QS al-
Baqarah/2:282, dan QS an-Nisā/4:135), dan di bidang yudikatif (QS an-Nisā/4:58).39
Adapun Konsep asy-Syūrā’, dalam konteks prinsip kenegaraan Islam sangat
terkait erat dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mengayomi
kehidupan umat, dan melayani umat menuju kemaslahatan bersama (al-maslāhat al-
āmmah). Dalam firman Allah swt dalam QS asy-Syūrā/42: 38
                                   
Terjemahnya:
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan
melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah
antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezki yang Kami berikan
kepada mereka”.40
39Al-Imam al-Akbar Mahmud Syaltout, Al-Islam Akidah Wa Syariah (Cet. III; Darul Qalam,
1966), h. 441-458.





Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan, yaitu:
1. Dalam pokok-pokok penyelenggaraan otonomi daerah, diatur berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerahdengan
menggunakan azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan.Adapun hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dalam penyelenggaraaan otonomi daerah di Indonesia, penulis memberikan
gambaran ada tiga bidang yaitu:
a. Hubungan dalam Bidang Kewenangan,
b. Hubungan dalam Bidang Pembinaan dan Pengawasan, dan
c. Hubungan dalam Bidang Keuangan.
2. Pemerintahan otonomi menurut Islam, terbagi dua macam, yaitu:
a. Al- Imārahal-Istikfā’,
b. Al- Imārahal- Istilā’. Tingkatan ini dibagi menjadi dua macam:
1) Negara-negara bagian biasa,
2) Negara-negara bagian istimewa.
Adapun Konsep asy-Syūrā’, dalam konteks prinsip kenegaraan Islam sangat
terkait erat dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
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mengayomi kehidupan umat, dan melayani umat menuju kemaslahatan
bersama (al-maslāhat al-āmmah).
B. Implikasi Penelitian
Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ternyata masih muncul berbagai permasalahan, terutama soal
desentralisasi fiskal dan kewenangan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Problem
dana pemerintah pusat ke daerah belum sebanding dengan yang diserap pusat dari
daerah. Disamping itu, masih ada dana yang dikirim oleh pusat belum dapat dikelola
secara maksimal oleh pemerintah daerah Persoalannya terletak pada good governance
dalam menjalankan sistem pemerintahan.
Isu dan permasalahan dalam penyelenggaraan otonomi daerah harus diatasi
dengan alternatif langkah sebagai berikut: melengkapi peraturan pelaksanaan untuk
menjalankan Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014, pemerintah harus melakukan
pengawasan yang maksimal terhadap praktek penyelenggaraan otonomi daerah, perlu
dibentuk lembaga independen yang tidakdapat diintervensi oleh pemerintah daerah




Abdullah, Rozali. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah
secara Lansung. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Ed. II; Cet. I;
Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cet. II; Jakarta:
RajaGrafindo Persada. 2004.
Ahmad, Zainal Abidin. Membangun Negara Islam, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Iqra.
2001.
Daud Busroh, Abu. Ilmu Negara. Ed. I; Cet. VI; Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
Djazuli, H.A. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syar’iah. Ed. Rev; Cet. IV; Jakarta: Kencana. 2009.
Chalid, Pheni. Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik. Jakarta :
Kemitraan. 2005.
Haris, Syamsuddin. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI Press. 2007.
Iqbal, Muhammad. FIQIH SIYASAH: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Cet.I;
Jakarta: Prenamedia Group. 2014.
Karim, Abdul Gaffar. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
Krishna D Darumurti dan Umbu Rauta. Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran
dan Pelaksaan. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
Kementerian Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed. 3; Jakarta:
Pusat Bahasa. 2008.
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta:
Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
Kosasih Taruna Sepandji, E. Manejemen Pemerintah Daerah Era Reformasi Menuju
Pembangunan Otonomi Daerah. Bandung: Universal. 2000.
Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit
Andi. 2004.
Makhfudz, M. Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Hukum Vol. 3
No.2, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa.
Nurdin, Ali. Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-
Qur’an. Jakarta: Erlangga. 2006.
Noor, Muhammad. Memahami Desentralisasi Indonesia. Yogyakarta: Interpena.
2012.
Quraish Shihab, M. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an.
Jakarta: Lentera Hati. 2002.
92
Rajab, Syamsuddin. Syariat Islam dalam Negara Hukum. Makassar: Alauddin Press.
2011.
Rusdi, Muh. Hadits Tarbawi I Makassar: Alauddin University Press. 2012.
Rosidin, Utang. Otonomi Daerah dan Desentralisasi: Dilengkapi Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 dan Perubahan-perubahannya. Cet. I; Bandung:
Pustaka Setia. 2010.
Samin, Sabri. Menguak Konsep Implementasi Ketaatanegaraan dalam Islam (Fqih
Dusturi). Makassar: Alauddin Press. 2011.
Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. Jakarta:
Universitas Indonesia. 1993.
Syaukani HR, Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara
Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
Tahir Azhary, Muhammad. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya
Dilhat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara
Madinah dan Masa Kini. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang. 1992.
Tim Redaksi. Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya: Dari
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 2 Tahun 2015,
dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2017.
Widjaja, HAW. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: dalam Rangka Sosialisasi
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta:
RajaGrafindo Persada. 2005.
Worotikan, Ian. Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan. Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan. 1995.
Marbun, B.N. Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita: Perkembangan
Otonomi Daerah, Sejak zaman Kolonial sampai saat ini. Ed. Revisi; Cet. II;
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2010.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Secara Lengkap. Cet IX; Jakarta:
Sinar Grafika. 2009.
Sukardja, Ahmad. Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian
Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Yang









Ismira , lahir di Kota Polewali Kab. Polewali mandar pada
Tanggal 04 Februari 1995 merupakan anak bungsu dari dua
bersaudara pasangan Usman Gani , SH., dengan Ibu Nani.
Jenjang pendidikannya ditempuh mulai dari SDN 012 Kanang
Kec. Binuang pada Tahun 2002 hingga 2007 Kemudian
melanjutkan sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama
(SMP) di SMPN 2 Polewali di Kec. Poewali Mandar pada
Tahun 2007 , lalu kemudian  melanjutkan pada jenjang
Sekolah Menengah Atas pada SMA Negeri 1 Polewali  pada
tahun 2011 di Kab. Polewali Mandar. Alhamdulillah, pada
jenjang inilah penulis banyak aktif di organisasi kesiswaan yakni sebagai Pengurus
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Periode 2011-2012 kemudian kembali menjadi
sekertaris  II OSIS pada periode 2012- 2013.
Penulis juga aktif di organisasi Palang Merah Remaja (PMR) SMA Negeri 1
Polewali kemudian juga aktif Siswa Pencinta Alam (SISPALA) hingga saat ini dan
bertindak sebagai penasehat organisasi di kabupaten Polewali.. Pada tahun 2013, ia
melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata satu (S1) pada Universitas Islam Negeri
(UIN) Alauddin Makassar di Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  (HPK).
